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Pedoman Transliterasi
memindahkan atau mengalihkan tulisan dalam Bahasa Arab ke dalam bahasa
Indonesia. Adapun pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi
ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik

0543.b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988 yang secara garis besar dapat diuraikan

sebagai berikut:

A. Huruf Konsonan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Indonesia Nomor

merupakan pedoman yang digunakan untuk

Huruf Arab Huruf Latin Nama

| Tidak Dilambangkan Tidak Dilambangkan
B Be

<

N T Te

[

B S Es (dengan titik di atas)
J Je

c

- H Ha (dengan titik di atas)

. Kh Ka dan Ha

C
D De

>

3 V4 Zet (dengan titik di atas)
R Er

J

, z Zet

J
S Es

J

158/1987 dan




. Sy Es dan Ye
S
S Es (dengan titik di bawah)
J°
. D De (dengan titik di bawah)
e
5 T Te (dengan titik di bawah)
5 Z Zet (dengan titik di bawah)
¢ Apostrof terbalik
C
. G Ge
C
F Ef
3 Q Qi
5 K Ka
J L El
M Em
¢
. N En
O
W We
J
H Ha
-
i , Apostrof
Y Ye
83

Hamzah (A) jika berada di awal kata, maka mengikuti huruf vokalnya tanpa
diberi tanda apa pun. Akan tetapi jika Hamzah (A) berada di tengah atau di akhir,

maka ditulis dengan tanda (’).



B. Huruf Vokal

Dalam Bahasa Arab, huruf vokal sama seperti dalam Bahasa Indonesia,

yaitu terdiri dari vokal tunggal atau disebut dengan monoftong dan vokal rangkap

atau disebut dengan diftong. Adapun vokal tunggal Bahasa Arab dilambangkan

dengan harokat, berikut transliterasinya:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
[ Fathah A A
) Kasrah I I
[ Dammah U U

Adapun vokal rangkap atau diftong dalam Bahasa Arab lambangnya adalah

gabungan dari harokat dan huruf, transliterasinya adalah gabungan huruf, yakni

sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
& Fathah dan Ya Ai Adan |
5 Fathah dan Wau Au Adan U
Contoh:
< : kaifa

o haula




C. Ta’ Marbutah (&)

Jika ta’ marbutah hidup atau berharakat fathah, kasrah, ataupun dammah,
maka ditransliterasikan dengan “t”, tapi jika ta’marbutah berada di akhir kalimat,
mati, atau berharakat sukun, maka ditransliterasikan dengan “h”, dan jika
ta’marbutah berada pada akhir kata dan diikuti kata yang menggunakan kata
sandang al- serta kedua kata tersebut terpisah, maka transliterasinya menggunakan
“h”.

Contoh

iyl &l ) o al risalah al-mudarrisah

&, 3 fi rahmatillah

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan alif lam
ma’rifah (J') dalam Bahasa Indonesia baik yang diikuti dengan huruf gamariyah
maupun syamsiyah ditransliterasikan dengan ‘“al” ditulis huruf kecil, kecuali
terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di
tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Contohnya

sebagai berikut:

1. Al-Imam Al-Bukhariy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

3. Masya Allah kana wa ma lam yasya lam yakun.

Billah ‘azza wa jalla.
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ABSTRAK

Faizatul Masfufah, 18210100, 2023. Unsur Testimonium De Auditu Dalam
Perkara Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor
144/Pdt.G/2022/Pa.Jmb. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga
Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang.

Pembimbing: Rayno Dwi Adityo, M.H.

Kata Kunci: Alat bukti, Perceraian, Testimonium de Auditu.

Pada putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb
salah satu saksi yang diajukan oleh pihak yang bersengketa ialah seseorang
yang tidak mendengar atau melihat secara langsung peristiwa yang ada
(testimonium de auditu). Menurut pasal 171 ayat 1 HIR dan pasal 1907
KUHPerdata salah satu syarat materiil seorang saksi adalah bahwa
kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui
kesaksiannya. Sehingga saksi testimonium de auditu seharusnya tidak dapat
dijadikan sebagai alat bukti.

Penelitian ini  merupakan penelitian hukum normatif dengan
menggunakan pendekatan kasus serta pendekatan perundang-undangan.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan bahan
hukum dengan teknik dokumentasi. Kemudian penelitian ini diolah secara
deduktif melalui lima langkah, yaitu menggunakan teknik editing,
klasifikasi, verifikasi, analisis, dan terakhir kesimpulan.

Pertimbangan Hakim (Recio decidendi) pada Putusan Pengadilan
Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb setelah mendengarkan
kesaksian yang telah disampaikan oleh saksi I dan Il, hakim mengabulkan
gugatan disebabkan adanya pertengkaran secara terus menerus. Hal ini
didapat karena penjelasan dari kedua saksi tersebut tidak saling
bertentangan meskipun saksi 2 merupakan saksi de auditu. Adapun saksi de
auditu digunakan sebagai alat bukti persangkaan hakim yang bersifat tidak
langsung. Ketidak hadiran tergugat selama persidangan berlangsung juga
dalam pelaksanaan pembuktian menyebabkan alat bukti yang diberikan oleh
penggugat tidak ada perlawanan memperkuat bahwa yang disampaikan oleh
para saksi benar adanya.

Pada penyelesaian perkara perdata khususnya perceraian, sebaikanya
hakim menjadikan saksi de auditu sebagai alat bukti yang di konstruksi
sebagai alat bukti persangkaan. Namun, hakim perlu bersikap secara
subjektif dan rasional apakah terdapat kesesuaian antara kesaksian yang
disampaikan oleh saksi de auditu dengan saksi atau bukti lainnya saling
bersesuaian.

xiii



ABSTRACT

Faizatul Masfufah, 18210100, 2023. Elements of Testimonium De Auditu
Testimony in Divorce Cases in Jambi Religious Court Decision
Number 144/Pdt.G/2022/Pa.Jmb. Undergraduate Thesis.
Departement of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana
Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Advisor: Rayno Dwi Adityo, M.H.

Keyword: Evidence, Divorce, Testimonium de Auditu

In the decision of the Jambi Religious Court Number
144/Pdt.G/2022/PA.Jmb, one of the witnesses put forward by the disputing
parties was someone who had not heard or saw the events firsthand
(testimonium de auditu). According to article 171 paragraph 1 HIR and
article 1907 of the Civil Code, one of the material requirements for a witness
is that the testimony must be accompanied by information about how the
witness knows his testimony. So the de auditu testimony witness should not
be used as evidence.

This research is a normative legal research using a case approach and
statutory approach. In this study, the authors used the method of collecting
legal materials using documentation techniques. Then this research is
processed deductively through five steps, namely using editing techniques,
classification, verification, analysis, and finally conclusions.

Judge's considerations (Recio decidendi) on the Jambi Religious Court
Decision Number 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb after listening to the testimonies
presented by witnesses | and Il, the judge granted the lawsuit due to
continuous bickering. This was obtained because the explanations from the
two witnesses did not contradict each other even though witness 2 was a de
auditu witness. The de auditu witness is used as evidence for the judge's
suspicion which is indirect. The defendant's absence during the trial as well
as in the implementation of evidence caused the evidence provided by the
plaintiff to have no resistance to strengthen that what was presented by the
witnesses was true.

In the settlement of civil cases, especially divorce, it is better if the judge
makes de auditu witnesses as evidence which is constructed as evidence of
suspicion. However, the judge needs to act subjectively and rationally
whether there is a match between the testimony given by the de auditu
witness and other witnesses or evidence that are compatible with each other.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan salah satu bentuk perkara yang menjadi
kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Secara yuridis, perceraian
telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
yang menjelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena
adanya tiga hal, yakni kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam
pasal tersebut dapat terlihat bahwasanya perceraian dapat menjadi sebab
putusnya perkawinan.t

Dalam proses perkara perceraian hakim dalam memeriksa perkara
sebelum diputus perlu meyakini dengan pasti mengenai pembuktian yang
ada. Pembuktian menurut Mukti Arto ialah mempertimbangkan secara logis
kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah
menurut hukum yang berlaku. Pembuktian tentunya berkaitan erat dengan
kemampuan merekonstruksi sebuah peristiwa masa lalu sebagai suatu
kebenaran. Tujuan dari sebuah pembuktian ini ialah untuk memperoleh

kepastian bahwa suatu peristiwa yang diajukan tersebut benar-benar terjadi,

!Ramdani Wahyu Sururie, “Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu Dalam Perkara
Perceraian,” Jurnal Yudisial No. 2 (Agustus, 2014), 138.



sehingga hakim khususnya dalam perkara perceraian mampu memutuskan
dengan adil dan benar.?

Bagian unsur terpenting dalam suatu pembuktian adalah adanya alat
bukti. Para pihak yang bersengketa diwajibkan memberikan alat bukti
sebagai sarana untuk membuktikan suatu argument yang disampaikan
beserta pendukungnya. Berdasarkan pasal 164 HIR, pasal 284 RBG dan
pasal 1866 KUHPerdata bahwa alat bukti yang diakui dalam suatu perkara
perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan
sumpabh.

Adapun salah satu bentuk dari alat bukti ialah alat bukti saksi.
Pembuktian yang dilakukan dengan saksi merupakan hal yang diperlukan
apabila pembuktian secara tertulis tidak cukup kuat untuk menerangkan
pokok permasalahan yang ada. Berdasarkan pasal 171 ayat 1 HIR yang
menjelaskan bahwa tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang
bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya, maka keterangan yang
dipaparkan oleh saksi di persidangan tidak hanya harus mengetahui
peristiwvanya, namun juga haruslah bersumber atau berdasarkan dari
pengetahuan yang jelas, artinya saksi harus mengetahui secara pasti fakta
atau kebenaran pada peristiwa yang disampaikan dalam persaksiannya. Hal

tersebut berarti kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi berdasarkan

2A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cet 1 (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1996), 139.



dari pendengaran serta penglihatan dari saksi tersebut secara langsung atas
peristiwa yang ada.

Namun dalam perkembangannya, sukar mencari saksi Yyang
menyaksikan hingga mendengar secara langsung suatu peristiwa,
khususnya dalam perkara perceraian akibat adanya pertengkaran antara
suami dan istri yang konteksnya rumah tangga serta ranahnya cenderung
rahasia. Sehingga adakalanya saksi yang diajukan oleh pihak yang
bersengketa ialah seseorang yang tidak mendengarkan atau melihat secara
langsung peristiwva yang ada. Kesaksian seperti ini disebut sebagai
kesaksian testimonium de auditu yaitu kesaksian yang tidak dilihat atau
didengar secara lansung namun diperoleh dari pihak ketiga.®

Kesaksian yang didapat melalui orang lain semestinya tidak memenuhi
syarat materiil kesaksian, dimana menurut pasal 171 ayat 1 HIR dan pasal
1907 KUHPerdata salah satu syarat materiil seorang saksi adalah bahwa
kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui
kesaksiannya.* Artinya, kesaksian tersebut harus berdasarkan dari
pendengaran serta penglihatan dari saksi tersebut secara langsung atas
peristiwa yang ada. ®> Apabila suatu kesaksian tidak memenuhi syarat
materiil maka kesaksian tersebut tidak sah, sehingga tidak dapat dijadikan

sebagai alat bukti dan pertimbangkan hakim.®

3 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2009) 172.
“Pasal 1907 KUHPerdata

SAsmuni, “Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Figh,” Jurnal
Hukum dan Peradilan No. 2, (Juli, 2014), 192.

® M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 648.



Dalam hukum islam, pada kitab figh sunnah kesaksian berasal dari kata
syahadah. Kesaksian atau syahadah pada kitab figh sunnah berarti melihat
atau menyaksiskan secara langsung dengan mata kepala sendiri, karena
orang yang melihat atau menyaksikan memberitahukan apa yang ia saksikan
dan apa yang ia lihat.” Adapun dalam hukum islam, terdapat syarat
seseorang dapat diterima sebagai saksi yaitu, beragama islam, berakal dan
baligh, merdeka, dapat melihat, dapat berbicara, adil, serta bukan dugaan
atau sangkaan.

Sedangkan mengenai saksi testimonium de auditu, dalam hukum islam
disebut dengan syahadah istifagah. Ibnu Qoyyim al jauziyyah menyebutkan
syahadah istifadah dengan istilah khabar istifadah (berita tersebar).
Menenurut Ibnu Qoyyim al jauziyyah mengartikan khabar istifadah sebagai
sebuah berita masyhur yang telah atau sedang diperbincangkan banyak
orang. Sehingga hal yang penting yang harus dipastikan dalam kesaksian
yang disampaikan oleh saksi istifadah adalah masyhur atau tidak nya
keterangan tersebut di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, terdapat
perbedaan dalam bidang apa saja diperbolehkannya saksi istifadah.

Praktik penggunaan saksi testimoni de auditu atau saksi yang tidak
menyaksikan sendiri kejadian yang menjadi permasalahan, ini terjadi pada
Pengadilan Agama Jambi tahun 2022 pada Putusan Nomor

144/Pdt.G/2022/PA.Jmb. Pada perkara gugat cerai yang di lakukan oleh istri

"Sayyid Sabiq terj. Mukhlisin Adz-Dzaki dan Arif Hidayat, Figh Sunnah, Jilid 4 (Jakarta: Pena
Pundi Aksara, 2006), 361.



kepada suaminya, pihak penggugat yaitu istri menghadirkan dua orang
saksi, dimana salah satu saksi nya merupakan saksi testimonium de auditu.
Dalam keterangan saksi dua menjelaskan bahwa:
“Sebelum berpisah, penggugat pernah bercerita bahwa rumah
tangganya tidak rukun disebabkan tergugat tidak bekerja sehingga
kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi oleh tergugat”.

Pada kalimat tersebut, telah jelas bahwa saksi kedua hanya mendapatkan
cerita bukan berdasarkan pendengaran serta penglihatan secara langsung
atas peristiwa yang ada. Kemudian hakim menggunakan kesaksian tersebut
sebagai bahan pertimbangan yang termuat pada Putusan Nomor
144/Pdt.G/2022/PA.Jmb., yaitu:

“Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang

saksi penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian majelis
kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan
pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan,
serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan

lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai
ketentuan Pasal 307-309 RBg.”

Hal ini menjadikan pertanyaan bagaimana kekuatan dari saksi
testimonium de auditu sebagai alat bukti suatu perkara khususnya pada
perkara perceraian melalui pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu
gugatan. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji dan mendalaminya
dalam bentuk karya tulis ilmiah yakni mengenai unsur kesaksian
testimonium de auditu dalam perkara perceraian pada putusan Pengadilan

Agama Jambi Nomor 144/Pdt.g/2022/PA.jmb.



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim (Recio decidendi) dalam memutuskan
perkara perceraian berdasarkan saksi testimonium de auditu pada
putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb.?

2. Bagaimana kekuatan pembuktian saksi testimonium de auditu dalam
perkara Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim (Recio decidendi) dalam
memutuskan perkara perceraian berdasarkan saksi testimonium de
auditu  pada putusan Pengadilan Agama Jambi  Nomor
144/Pdt.G/2022/PA.Jmb.

2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian saksi testimonium de auditu
dalam perkara Pengadilan Agama Jambi Nomor
144/Pdt.G/2022/PA.Jmb.

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa
penelitian ini diharapkan dapat membawa kebermanfaatan baik untuk
masyarakat secara umum, para civitas akademisi, maupun bagi penulis
pribadi, diantaranya yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan mampu sebagai sarana pembantu dalam
wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai
kekuatan kesaksasian testimonium de auditu dalam perkara perceraian

khususnya pada putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor



144/Pdt.G/2022/PA.Jmb., bagaimana sudut pandang hakim, peraturan
perundang-undangan, serta teori-teori pendukung lainnya.

2. Memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap para pembaca dan
akademisi terkait bagaimana kekuatan suatu kesaksian testimonium de
auditu pada perkara perceraian, serta pola hakim dalam
mempertimbangkannya. Sehingga nantinya bisa dijadikan sebagai
rujukan apabila terpadat perkara yang sama.

3. Sebagai bahan referensi bagi para akademisi yang mengadakan
penelitian lebih lanjut terhadap masalah ini.

E. Definisi Operasional

1. Perceraian menurut KBBI berasal dari kata cerai yang artinya adalah
putusnya hubungan sebagai suami istri.2 Sedangkan menurut Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara langsung
terkait pengertian perceraian, Namun pada Bab VIII tentang putusnya
perkawinan serta akibatnya, perceraian merupakan salah satu alasan
putusnya suatu perkawinan. Kemudian dilanjutkan pada pasal 39 bahwa
perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan serta
memiliki alasan yang cukup dimana suami dan istri sudah tidak dapat
hidup bersama secara rukun.

2. Alat Bukti Saksi; Bukti didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, keterangan nyata,

8nttps://kbbi.web.id/cerai, diakses 24 September 2022.
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atau tanda.’® Sedangkan pengertian dari alat bukti menurut Yan
Pramadya Puspa ialah apa saja yang menurut undang-undang dapat
digunakan untuk membuktikan benar atau tidaknya sesuatu (tuduhan).?
Menurut pasal 164 HIR, pasal 284 RBG dan pasal 1866 BW yaitu bukti
tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

3. Testimonium de Auditu menurut Sudikno Mertokusumo adalah
keterangan saksi yang diperoleh dari orang ketiga. Misalnya, orang
ketiga menyaksikan secara langsung bahwa penggugat dan tergugat
telah membuat perjanjian hutang piutang. Kemudian, orang ketiga
tersebut memberitahu saksi tentang kejadian tersebut. Pada saat
persidangan, saksi memberikan kesaksian bahwa ia mendengar
informasi tersebut dari orang ketiga dan memberikan keterangan yang
diperolehnya dari orang ketiga tersebut.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian hukum
normatif (legal research). Penelitian hukum normatif adalah suatu
prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan
logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang
dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan displin ilmiah

dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang

®https://kbbi.web.id/bukti, diakses 24 September 2022.
0yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, (Semarang: Aneka, 1997), 53.
11 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2009) 172.
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objeknya hukum itu sendiri.'? Penelitian hukum normatif menggunakan
study document, yaitu dengan sumber bahan hukum yang utama berupa
keputusan/ketetapan pengadilan dimana hal ini adalah putusan
Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb., kemudian
didukung oleh peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta buku
atau karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti kali
ini.

Penelitian hukum normatif berfokus pada sistem norma hukum,
khususnya aturan atau kaidah hukum. Tujuannya adalah untuk
memberikan dasar argumentasi hukum dalam menentukan apakah suatu
peristiwa atau perkara sudah sesuai atau tidak sesuai dengan hukum
yang berlaku, serta menemukan solusi hukum yang tepat untuk
menangani peristiwa tersebut. Dalam mencari solusi hukum, peneliti
akan mengacu pada berbagai sumber norma hukum seperti peraturan
perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum

untuk menemukan hubungan dan konstruksi hukum yang berlaku.

12 Johnny lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2005),
57.



2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini ialah
pendekatan kasus (Case Aprroach) dan pendekatan perundang-
undangan (Statute Aprroach). Pendekatan kasus (Case Aprroach)
menuru Peter Mahmud yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara
melakukan telaah terhadap kasus yang telah menjadi putusan pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.®® Pada penelitian ini,
pendekatan tersebut digunakan untuk menelaah bagaimana alasan
hukum yang digunakan oleh hakim mengenai kedudukan seorang saksi
testimonium de auditu untuk sampai pada putusannya serta. Pendekatan
kasus dilakukan dengan menelaah terhadap perkara yang telah menjadi
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
(inkracht), yakni apabila dikaitkan pada penelitian kali ini ialah pada
putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb.
Kemudian peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan
(Statute Aprroach), yakni menelaah peraturan perundang-undangan dan
regulasi yang berhubungan dengan penelitian kali ini, sehingga hasil
dari pendekatan tersebut dapat memacahkan isu yang diteliti. Pada
penelitian yang dilakukan oleh penulis, akan lebih fokus pada
KUHPerdata mengenai hukum acara perdata. Kemudian peneliti juga

menggunakan pendekatan konseptual yang merupakan konsep kegiatan

13 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Bandung: PT Kharisma Putra
utama,2015), 134.
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yang berangkat dari doktrin-doktrin dan prinsip-prinsip hukum yang ada
dalam ilmu hukum agar melahirkan konsep hukum yang relevan dengan
isu hukum yang sedang diteliti.
3. Bahan Hukum
Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, sehingga bahan
dasar untuk penelitian yang digunakan adalah kajian-kajian pustaka.
Pada penelitian ini menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum
premier, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
a. Bahan Hukum Premier
Adapun bahan hukum primer ialah bahan hukum yang
memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, berupa peraturan
perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam
pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.** Pada
penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan ialah
sebagai berikut:
1) Burgerlijk Wetbook voor Indonesie (Kitab Undang-undang
Hukum Perdata);
2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

4) Kompilasi Hukum Islam;

14Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 97.
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5) Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1959 No.
308K/Sip/1959;
6) Salinan putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor
144/Pdt.G/2022/PA.Jmb.
Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder penelitian kali ini ialah bahan yang
tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, namun bersifat
sebagai pendukung untuk penunjang validitas data primer
seperti buku-buku hukum termasuk jurnal, karya tulis ilmiah,
dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun
beberapa sumber sekunder yang secara spesifik berhubungan
dengan penelitian ini antara lain karya Sudikno Martokusumo
yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Achmad Ali dan
Wiwie Heryani yang berjudul Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata,
karya M. Natsir Asnawi yang berjudul Hukum Pembuktian Perkata
Perdata di Indonesia, yang masing-masing berkaitan mengenai
alat bukti saksi dalam pelaksanaan hukum acara perdata.
Kemudian karya Sayyid Sabiq terj. Mukhlisin Adz-Dzaki dan Arif
Hidayat yaitu Figh Sunnah, kemudian karya Hasbi Ash Shiddieqy
yang berjudul Pokok-Pokok Ilmu Dirayatul Hadis sebagai penunjang
literasi mengenai kesaksian menurut hukum islam.
Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat

memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum

12



primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan
seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia,
indeks komulatif dan seterusnya.
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam kajian ini, teknik pengumpulan data menggunakan metode
dokumentasi dengan menghimpun berbagai sumber dari studi pustaka
seperti buku, artikel, jurnal, surat kabar, dan karya para pakar yang
relevan dengan pokok bahasan. Dari sumber-sumber ini, peneliti dapat
merumuskan hipotesis yang didukung oleh data yang terkumpul.
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum
Untuk pengolahan bahan hukum, penulis menggunakan pendekatan
deduktif dengan mengikuti lima tahapan. Tahapan pertama, dilakukan
pengeditan yaitu pemeriksaan ulang terhadap bahan hukum yang telah
terkumpul dan penulisan kembali terhadapnya jika perlu dilakukan
untuk melengkapi informasi yang kurang atau menyederhanakan
kalimat-kalimat yang rumit. Tahapan kedua, dilakukan pengelompokan
atau Klasifikasi bahan hukum berdasarkan topik dan disusun secara
terstruktur. Tahapan ketiga, dilakukan verifikasi terhadap bahan hukum
yang terhimpun untuk memastikan kebenaran informasinya. Tahapan
keempat, dilakukan analisis terhadap data yang terkumpul untuk

mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan tepat. Tahapan terakhir,
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dilakukan penarikan kesimpulan guna menguraikan temuan utama dari
penelitian.’®
G. Penelitian Terdahulu
Dalam membuktikan orisinalitas penelitian ini, maka penulis akan
memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan penelitian
yang dilakukan oleh penulis beserta perbedaannya. Sehingga mampu
diketahui tidak adanya kesamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis
dengan penelitian lainnya.
1. Asprianti Wangke, Jurnal, 2017, “Kedudukan Saksi de Auditu
Dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana”.
Penelitian yang dilakukan oleh Asprianti Wangke adalah terkait
bagaimana kedudukan seorang saksi de auditu dalam praktik
peradilan menurut hukum acara pidana. Hukum acara pidana
merupakan hukum yang mengatur segala tata cara dalam beracara
dilingkup hukum pidana. Maka ini yang menjadi dasar perbedaan
dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis melakukan
penelitian pada perkara perceraian yaitu putusan Pengadilan Agama
Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb, dimana perkara perceraian
ini termasuk dalam perkara perdata. Sehingga, dalam pelaksanaan
persidangannya menggunakan hukum acara perdata. Hukum acara

pidana dan hukum acara perdata memiliki perbedaan dalam aspek-

15Badruddin dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang),

21.

14



aspek tertentu, misal sumber hukumnya dan asas hukum nya,
sehingga memungkinkan dalam menyikapi saksi de auditu berbeda
pula. Adapun kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh
Asprianti Wangke dengan penulis adalah pada penggunaan metode
penelitian yang sama menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian
berdasarkan bahan hukum yang utama dengan cara meneliti teori,
konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan penelitian.
. Thdi Karim Makinara dkk, Jurnal, 2020, “Saksi Testimonium De
Auditu dalam Perkara Perceraian menurut Hukum Islam”.
Penelitian yang dilakukan oleh Ihdi Karim Makinara dkk adalah
membahas mengenai saksi Testimonium De Auditu pada perkara
perceraian menurut hukum islam. Dimana pembahasan ini, fokus
pada mempertimbangkan dan memutuskan perkara perceraian yang
menggunakan saksi Testimonium De Auditu melalui sudut pandang
hukum islam. Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh
penulis. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam perkara
perceraian yang ada pada Pengadilan Agama Jambi nomor
144/Pdt.G/2022/PA.Jmb melihat bagaimana kekuatan saksi
Testimonium De Auditu dalam teori hukum acara perdata yang
kemudian di bandingkan dengan keputusan hakim. Adapun
kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Ihdi Karim Makinara dkk

dengan penulis selain perkara atau perkara yang digunakan adalah
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perceraian, metode penelitian yang digunakan sama menggungakan
yuridis normatif yaitu penelitian berdasarkan bahan hukum yang
utama dengan cara meneliti teori, konsep, asas hukum, serta
peraturan  perundang-undangan yang berhubungan dengan
penelitian.
. Riska Nur Maharani, Skripsi, 2020, “Kriteria Saksi Testimonium De
Auditu Dalam Perkara Perlindungan Anak (Analisis Putusan
Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg) .
Dasar pembahasan penelitian yang dilakukan oleh Riska Nur
Maharani adalah terkait kriteria seorang saksi Testimonium De
Auditu dalam perkara perlindungan anak. Berbicara terkait kriteria
berarti membahas tentang penilaian terhadap sesuatu. Dimana hal
ini Riska Nur Maharani meneliti bagaimana hakim menilai terhadap
saksi Testimonium De Auditu dalam suatu perkara yang berada di
Pengadilan Negeri. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh
penulis, selain perkara yang digunakan adalah perkara perdata yang
berada di Pengadilan Agama yakni perceraian, penulis
membandingkan atas putusan hakim dengan hukum acara perdata
yang seharusnya menjadi dasar para hakim dalam pelaksanaan
sidang. Adapun kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh
Riska Nur Maharani dengan penulis adalah pada penggunaan
metode penelitian yang sama menggunakan yuridis normatif yaitu

penelitian berdasarkan bahan hukum yang utama dengan cara
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meneliti teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan penelitian.

Sarah Fadhilah, Skripsi, 2020, “Saksi Testimonium De Auditu
Dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar’iyah”

Penelitian yang dilakukan oleh Sarah Fadhilah mengenai
bagaimana penerapan saksi testimonium de auditu pada perkara
perceraian yang diselesaikan di Mahkamah Syar’iyyah. Hal ini yang
menjadi perbedaan dasar dari apa yang diteliti oleh penulis yaitu
mengenai objek yang diteliti. Dalam penelitiannya, Sarah Fadhilah
juga menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, sehingga
mendapatkan data melalui observasi dan wawancara. Berbeda
dengan yang dilakukan oleh penulis, dimana penulis menggunakan
jenis penilitian normatif, sehingga penulis menitik beratkan pada
sistem norma hukum yang diantaranya kaidah atau aturan hukum.
Adanya perbedaan objek yang diteliti dan jenis penelitian yang
digunakan akan berpengaruh pada sudut pandang hingga
kesimpulan yang didapatkan. Adapun persamaan pada penelitian
yang dilakukan oleh Sharah Fadhila dengan penelitian yang
dilakukan oleh penulis adalah lingkup perkara yang digunakan

mengenai cerai gugat.
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PN.Pbg) penulis, yaitu
bagaimana saksi
testimonium de auditu
pada perkara
perceraian.
Sarah Saksi Penelitian yang | Lingkup
Fadhilah Testimonium De | dilakukan oleh Sarah | perkara yang
Auditu  Dalam | Fadhilah digunakan
Perkara menggunakan Objek | mengenai cerai
Perceraian di | penelitian perkara | gugat.
Mahkamah perceraian di
Syar’iyah Mahkamah Syar’iyah
(Putusan Nomor

133/Pdt.G/MS-Bna)
dan putusan banding
Nomor

113/Pdt.G/2019/MS-
Aceh), sedangkan
Penulis objek
penelitian adalah
perkara perceraian di
Pengadilan  Agama
Jambi (Putusan
Nomor
144/Pdt.G/2022/PA.J
mb).

Selain itu, terdapat
perbedaan pada jenis
penelitian,  dimana
Sarah Fadhilah
menggunakan  jenis
penilitian empiris,
sedangkan  penulis
menggunakan  jenis

penelitian normatif.
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H. Sistematika Pembahasan

Adanya sistematika penulisan ini dirasa sangat penting agar hasil dari
pembahasan yang dilakukan oleh penulis ini menjadi urut atau runtut.
Dimulai dari bab pertama yang berisikan tentang pendahuluan. Dalam bab
pendahuluan ini meliputi latar belakang penulis melakukan penelitian pada
saksi testimonium de auditu dalam perkara perceraian pada putusan
Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb, kemudian
dilanjut dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian
yang dilakukan oleh penulis, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan
sistematika penelitian.

Bab kedua dalam penelitian ini membahas teori-teori yuridis sebagai
dasar analisis, dengan tujuan untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam
setiap permasalahan yang akan dikaji. Bab ini juga membahas konsep
pembuktian dan persaksian dalam hukum acara perdata, termasuk saksi
testimonium de auditu dan testimonium de auditu menurut hukum Islam.
Selain itu, sub bab di bab kedua menjelaskan arti dan maksud dari
pembuktian itu sendiri.

Bab ketiga membahas hasil analisis terhadap permasalahan yang diteliti,
dengan menguraikan dan mengkorelasikan bahan hukum yang didapatkan
dengan rumusan masalah mengenai pertimbangan hakim dalam
memutuskan perkara perceraian berdasarkan saksi testimonium de auditu.
Bab ini juga membahas kekuatan pembuktian saksi testimonium de auditu

dalam perkara Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb.
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Bab keempat berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merangkum hasil
keseluruhan penelitian, termasuk rangkuman hasil penelitian mengenai
unsur kesaksian testimonium de auditu dalam perkara perceraian pada
putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.g/2022/PA.jmb. Penulis
juga memberikan saran untuk peneliti selanjutnya mengenai kedudukan
seorang saksi testimonium de auditu dalam suatu perkara khususnya dalam

perkara perdata, agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan.
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BAB |1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembuktian Dalam Hukum Perdata
1. Pengertian Pembuktian

Pada proses penyelesaian perkara perdata termasuk perceraian,
seluruh rangkaiannya baik bagaimana dapat mengajukan tuntutan hak,
memeriksa, memutusnya, dan pelaksanaan dari suatu putusan, telah
diatur dalam hukum acara perdata. Sehingga, dalam pelaksanaan
penyelesaian suatu perkara, hakim hanya perlu dan harus menjalankan
mekanisme sesuai dengan hukum formil dan materiil yang berlaku. Dari
proses jawab menjawab antara hakim dengan penggugat dan tergugat
maka dapat diketahui peristiwa apa yag menjadi pokok sengketa atau
permasalahan. Untuk dapat memberikan kekuatan suatu pernyataan
tentang adanya suatu peristiwa yang telah disampaikan oleh penggugat
atau tergugat, maka peristiwa tersebut harus dibuktikan kebenarannya.

Kata pembuktian dalam Bahasa Belanda yaitu bewijs yang memiliki
dua arti yaitu perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian dan
sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu
kepastian.*® Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa pembuktian adalah
upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim sebagai

pemeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang

1A, Karim Nasution, Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, Jilid I, (Jakarta: BPHN,
1976), 22.
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kebenaran peristiwa hokum yang diajukan tersebut.}” Dari pengertian
tersebut maka pembuktian dapat diartikan sebagai perbuatan yang
memberikan atau memperlihatkan sesuatu untuk suatu kepastian,
melakukan  sesuatu  kebenaran, melaksanakan, = menandakan
menyaksikan dan meyakinkan.

Pada suatu proses penyelesaian perkara perdata, salah satu proses
yang harus dilalui adalah pembuktian guna nantinya digunakan sebagai
alat mengkonstatir suatu peristiwa. Hal ini diatur pada KUH Perdata
Buku IV Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945. Sehingga dari
pembuktian ini, hakim nantinya akan melihat apakah suatu hubungan
hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Selain
itu, pembuktian ini akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan
hakim perkara tersebut dikabulkan atau tidak.

Dalam perkara perdata, yang wajib membuktikan adalah para
pihak. Hakim berwenang memerintahkan kepada para pihak untuk
mengajukan alat-alat bukti, yang artinya adalah hakim yang membebani
para pihak baik penggugat maupun tergugat dengan pembuktian
(bewijslast, burden of proof), hal ini dijelaskan pada pasal 163 HIR atau
Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdata, sehingga dapat diartikan
penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedangkan
tergugat wajib membuktikan bantahannya. Sebagai risiko dari beban

pembuktian adalah apabila salah satu pihak yang dibebani dengan

17Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, 135.
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pembuktian tidak dapat membuktikan, maka ia harus dikalahkan,
sebaliknya apabila tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya,
maka ia juga harus dikalahkan.®
2. Mengenal Alat-alat Bukti
Alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan
kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan baik oleh penggugat atau
tergugat agar meyakinkan hakim di muka pengadilan.’® Mengenai alat
bukti yang dapat diajukan dalam perkara perdata, menurut Pasal 164
HIR, Pasal 284 RBG dan Pasal 1866 BW yaitu bukti tulisan, bukti saksi,
persangkaan, pengakuan dan sumpabh.
a. Alat bukti tertulis atau surat
Terkait alat bukti tertulis telah diatur dalam Pasal 138, 165,
167 HIR, 164, 285, 305 Rbg dan Pasal 1867-1894 BW. Alat
bukti tertulis atau surat adalah “segala sesuatu yang memuat
tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi
hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan
dipergunakan sebagai pembuktian.?® Adapun yang dimaksud
alat bukti tertulis adalah sebagai berikut :
1) Akta adalah sebuah surat yang diberi tanda tangan yang

memuat peristiwa yang menjadi dasar munculnya suatu

18 Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di
Peradilan Perdata, Jurnal Mimbar Hukum, No. 2 (2010), 351.

YAchmad Ali & Wiwie Heryani, Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata (Jakarta: Kencana,
2012), 73.

2 aila M. Rasyid, Herinawati, Modul Pengantar Hukum Acara Perdata, (Aceh: Unimalpress,
2015), 76.
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2)

b. Saksi

hak atau perikatan yang dimuat sejak semula dengan
sengaja untuk pembuktian. Menurut pasal 1867
KUHPerdata, akta dibagi menjadi dua, yaitu:
a) Akta otentik
Akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh
pejabat yang berwenang, menurut Kketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan.
b) Akta dibawah tangan
Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat
dan disetujui oleh para pihak yang membuatnya serta
mengikat bagi para pihak yang membuatnya.?
Surat-surat lainnya yaitu surat yang tidak diperuntukkan
untuk dijadikan bukti, namun jika di suatu hari surat
tersebut dapat membuktikan suatu perkara di pengadilan,
maka alat bukti surat tersebut bisa dipergunakan sebagai

pembuktian.

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139-152, 168- 172 HIR

(Pasal 165-179 Rbg), 1895 dan 1902-1912 BW. Kesaksian

merupakan kepastian yang diberikan kepada hakim

dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan

jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang

21pasal 1867 KUHPerdata
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bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di
persidangan sehingga keterangan dari saksi tersebut dapat
dijadikan salah satu pertimbangan oleh hakim untuk memutus
suatu perkara hukum yang sedang terjadi. Keterangan yang
disampaikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian
yang dialaminya sendiri, baik itu mendengar atau melihat.
Pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah
merupakan kesaksian.??

Dalam praktik hukum acara perdata, pada umumnya terdapat

tiga macam saksi, antara lain:

1) Saksi yang dihadirkan dan keberadaannya sangat
diperlukan karena telah menyaksikan adanya kejadikan
atau peristiwa dalam suatu perbuatan hukum yang
dilakukan oleh para pihak;%

2) Saksi yang ada pada saat terjadinya suatu kejadian
hukum yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara,
dia melihat, mendengarkan, atau menyaksikan secara
langsung, bukan mendengar dari cerita orang lain;?*

3) Kesaksian dari pihak ketiga (testimonium de auditu).

22 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 168-169.
23 KUHPerdata Pasal 1902.
24 KUHPerdata Pasal 1907.
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Dalam pelaksanaannya, seseorang dapat dikatakan saksi

apabila memenuhi kriteria atau syarat yang diklasifikasikan

menjadi syarat formiil dan materiil sebagai berikut:

1) Syarat formil

a)

b)

d)

Orang yang akan dimintai keterangannya sebagai
saksi harus cakap (sudah dewasa menurut undang-
undang, tidak gila, tidak dalam pengampuan);

Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun
semenda dengan salah satu pihak, kecuali undang-
undang menentukan lain, termasuk juga hubungan
perkawinan walaupun sudah bercerai;

Tidak ada hubungan kerja dengan menerima upabh,
kecuali undang-undang menentukan lain;
Menghadap ke persidangan dan memberikan
keterangan kesaksiannya;

Saksi diperiksa seorang demi seorang;
mengucapkan sumpah  sebelum  memberikan

keterangan.®

2) Syarat Materiil

a)

Menerangkan apa yang telah dilihat, didengar dan

dialami sendiri;

25 pasal 1909-1911KUHPerdata.
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b) Diketahui sebab-sebab saksi mengetahui suatu
peristiwa yang berkaitan dengan perkara;

c) Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari
saksi sendiri;

d) Saling bersesuaian antara satu sama lain;

e) Tidak bertentangan dengan akal sehat.?®

Persyaratan yang telah dijelaskan diatas baik syarat formil
maupun materiil memiliki sifat kumulatif bukan alternatif, yaitu
bila suatu kesaksian tidak memenuhi seluruh syarat yang
dimaksud baik syarat formil maupun materiil maka kesaksian

tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Salah satu syarat materiil dijelaskan bahwa dalam setiap
kesaksian harus disebutkan sebab-sebab pengetahuan saksi
(Pasal 171 ayat 1 HIR, 308 ayat 1 Rbg, 1907 BW). Alasan
seorang saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut harus jelas.
Keterangan saksi yang tidak disertai dengan alasan yang jelas
sampai seorang tersebut dapat mengetahui peristiwanya, maka
tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna.?’
Keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga atau dari

orang lain disebut testimonium de auditu. Pada umumnya

26 M. Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkata Perdata di Indonesia (Yogyakarta: Ull Press,

2013), 62.

27 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 173.
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kesaksian de auditu tidak diperkenankan, karena saksi tidak
berhubungan dengan peristiwa secara langsung, artinya tidak
melihat, mendengarkan atau mengalami sendiri peristiwa
tersebut, sehingga bersifat cacat secara materiil. Dengan
demikian saksi de auditu bukan merupakan alat bukti dan tidak
perlu dipertimbangkan. Keterangan dari satu orang saksi saja
tanpa alat bukti lainnya tidak dapat dianggap sebagai
pembuktian yang cukup.Satu orang saksi bukan saksi, unus testis
nullus testis. 2
Persangkaan-persangkaan

Menurut Pasal 1915 BW, persangkaan adalah kesimpulan
yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu
peristiwva yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang
tidak dikenal.?® Dapat diartikan bahwa persangkaan adalah alat
bukti yang bersifat tidak langsung

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1915 BW,
persangkaan  dapat  didasarkan atas  undang-undang
(praesumptiones juris) dan yang merupakan kesimpulan-
kesimpulan yang ditarik oleh hakim (praesumptiones facti).*
Persangkaan  yang didasarkan  oleh  undang-undang

(praesumptiones juris) ialah persangkaan yang dihubungkan

28 pasal 1905 KUHPerdata.

29 pasal 1915 KUHPerdata.

30 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,
dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 688.
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dengan perbuatan atau peristiwa tertentu berdasarkan ketentuan
Undang-Undang. Sedangkan persangkaan yang didasarkan dari
kesimpulan hakim ialah persangkaan yang merujuk atau
bersumber pada fakta yang terbukti dalam persidangan
kemudian disusun sebagai persangkaan oleh hakim. Misalnya
saja pembuktian dari ketidak hadiran seseorang pada suatu
waktu di tempat tertentu, dengan membuktikan kehadirannya
pada waktu yang sama di tempat lain. Dengan demikian maka
setiap alat bukti dapat menjadi persangkaan.
. Pengakuan

Pengakuan diatur dalam HIR (Pasal 174, 175, 176), Rbg
(Pasal 311, 312, 313) dan BW (Pasal 1923- 1928). Pengakuan
merupakan Keterangan atau pernyataan tegas dari sepihak dan
tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Pengakuan
dapat diberikan atau dilakukan di muka hakim di persidangan
atau di luar persidangan. Pengakuan di muka hakim di
persidangan (gerechtelijke bekentenis) dapat dilakukan baik
tertulis maupun lisan oleh salah satu pihak di persidangan.
Pengakuan ini menjadi alat bukti yang sempurna sehingga tidak

perlu lagi ada pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim.

. Sumpah.

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang

diberikan atau diucapkan pada memberi janji atau keterangan,
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dengan mengingat dan menyebut atas nama Tuhan, dan percaya

bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak

benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi sumpah pada hakekatnya

merupakan tindakan religius yang digunakan dalam peradilan.
B. Kesaksian Testimonium De Auditu

Saksi memiliki peranan penting dalam suatu penyelesaian suatu perkara
atau gugatan. Saksi akan dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang akan
memberikan masukan kepada majelis hakim untuk mendukung dan
menguatkan dalil-dalil dari pihak yang berperkara. Saksi sebagai alat bukti
dalam hukum perdata mempunyai jangkauan yang sangat luas sekali hampir
meliputi segala bidang dan segala macam sengketa perdata termasuk pada
perkara perceraian. Keterangan saksi tidak diperbolehkan hanya dalam hal
yang sangat terbatas sekali, seperti melarang pembuktian saksi terhadap isi
suatu akta otentik.

Dalam pelaksanaan pembuktian melalui saksi, terdapat beberapa
persyaratan yang harus dipenuhi sehingga saksi tersebut dapat digunakan
sebagai alat bukti yang sah meliputi persyaratan formil dan materiil.
Persyaratan ini bersifat kumulatif dan bukan alternatif. Artinya bila suatu
kesaksian tidak memenuhi seluruh syarat yang dimaksud baik persyaratan
formil dan materiil maka kesaksian itu tidak dapat dipergunakan sebagai

alat bukti.

31Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, 189.
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Salah satu yang menjadi syarat materiil adalah saksi dapat dijadikan
sebagai alat bukti menurut pasal 171 ayat (2) HIR, pasal 308 ayat (2)
Rbg,1907 BW adalah “Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang
bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya”. Artinya harus diketahui sebab-
sebab seorang saksi dapat mengetahui suatu peristiwa. Sehingga saksi harus
menerangkan atau menyampaikan apa yang telah dilihat, didengar dan
dialami sendiri dan peristiwa atau kejadian tersebut berhubungan dengan
pokok perkara yang disengketakan para pihak.

Namun dalam implementasinya, pada beberapa perkara khususnya
dalam perkara perceraian sukar mencari saksi yang menyaksikan hingga
mendengar secara langsung peristiwa tersebut karena konteksnya rumah
tangga dan ranahnya cenderung rahasia. Sehingga pada kasus-kasus
perceraian, kerap saksi yang digunakan adalah saksi yang mendapatkan
berita atau informasi mengenai kejadian atau peristiwa yang bersangkutan
dari dari orang lain.

Sementara itu keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau
keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya adalah berkualitas
sebagai testimonium de auditu, yaitu kesaksian atau keterangan karena
mendengar dari orang lain, disebut juga kesaksian tidak langsung.
Kesaksian testimonium de auditu dapat disimpulkan secara normatif tidak
memenuhi syarat materiil seorang boleh menjadi saksi, sehingga secara

umum testimonium de auditu ditolak sebagai alat bukti.
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Melalui putusan No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959,
Mahkamah Agung memberikan alternatif bahwa meskipun kesaksian de
auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun
penggunaannya tidak dilarang dan dapat digunakan sebagai persangkaan.
Sehingga, kesaksian Testimonium de auditu tidak mutlak ditolak dalam
persidangan, namun dapat dikumpulkan kemudian digunakan oleh hakim
sebagai alat bukti persangkaan. Dalam pelaksanaannya mengenai
persangkaan, menurut pasal 1922 KUH Perdata hakim diberikan
kewenangan untuk mempertimbangkan sesuatu yang dapat diwujudkan
sebagai alat bukti persangkaan, apabila persangkaan itu teliti, tertentu, dan
satu sama lain terdapat kesesuaian.

Persangkaan itu sendiri merupakan alat bukti yang bersifat tidak
langsung. Menurut pasal 1915 KUH Perdata, persangkaan dibedakan
menjadi dua yaitu persangkaan melalui kesimpulan oleh undang-undang
dan oleh hakim:

1. Persangkaan berdasarkan kenyataan/hakim (feitelijke, rechterlijke
vermoedens atau paesumptiones facti). Pada persangkaan ini
didasarkan pada kenyataan atau fakta yang terbukti dalam
persidangan, sehingga hakim yang menentukan apakah mungkin
dan seberapa jauhkah kemungkinannya untuk membuktikan suatu
peristiwa tertentu dengan membuktikan peristiwa lain;

2. Persangkaan berdasarkan hukum (wettelijke atau rechts vermoedens

praesumptiones juris). Persangkaan ini, undang-undang yang
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menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus
dibuktikan dengan peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan

dengan peristiwa yang tidak diajukan.®2

Dalam hal tertentu perlu juga diatur keadaan yang bersifat eksepsional
yang membenarkan atau mengakui testimonium de auditu sebagai alat bukti.
Ada beberapa faktor yang dijadikan dasar membenarkan testimonium de
auditu dapat digunakan sebagai alat bukti, yaitu: pertama, saksi langsung
yang terlibat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang diperkarakan
tidak ada lagi karena semua sudah meninggal. Kedua, peristiwa atau
perbuatan hukum itu tidak dapat dituliskan dalam bentuk surat atau bukti
lain yang dapat dibaca atau dibuka kembali, seperti halnya rekaman,
dokumen dan lain sebagainya. Ketiga, keterangan yang diberikan saksi de
auditu tersebut merupakan pesan dari pelaku atau orang yang terlihat dalam
peristiwa atau perbuatan hukum yang disengketakan dan dikemukakan
kembali dalam persidangan seperti apa yang didengarkannya.®®* Hal ini

berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1973, berbunyi :

“Bahwa keterangan saksi-saksi pada umumnya adalah menurut pesan,
tetapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hampir semua kejadian atau
perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai
surat, tetapi adalah berdasarkan pesan turun-temurun, sedang saksi-saksi
yang berlangsung menghadapi perbuatan hukum itu dulunya tidak ada lagi
yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun-
temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut
pengetahuan hakim majelis sendiri pesan-pesan seperti ini oleh masyarakat
Batak umumnya dianggap berlaku dan benar; dalam pada itu harus pula

$2Novita Dyah Kumala Sari dkk, “Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti Yang Sah

Perkara  Perceraian  di Pengadilan ~ Agama  (Studi Putusan ~ Nomor

216/PDT.G/2015/PA.SGT),”Jurnal Verstek, no.3(2016), 124.
33M. Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkata Perdata di Indonesia, 155.
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diperhatikan tentang dari siapa pesan itu diterima dan orang yang memberi
keterangan bahwa dialah yang menerima pesan tersebut; oleh karena itu
dari sudut inilah dinilai keterangan saksi-saksi tersebut ”.3*

C. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali merupakan asas penafsiran
hukum yang menyatakan hukum yang bersifat khusus (lex specialis)
mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).®*® Adapun
prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan asas lex specialis
derogat legi generali adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum
tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum
khusus tersebut;

2. Ketentuan-ketentuan lex  specialis harus  sederajat  dengan
ketentuan-ketentuan lex generalis;

3. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan
hukum (rezim) yang sama dengan lex generalis. Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

Selain itu, suatu aturan khusus dapat mengesampingkan aturan yang

umum apabila aturan yang khusus bersifat logis dan sistematis atau yuridis.

Penerapan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali salah satunya

dilakukan pada perkara perceraian akibat syigaq (perselisihan dan

% Asmuni, “Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Figh.” Jurnal
Hukum Dan Peradilan, No.2 (2014), 196.
%Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, (Yogyakarta: Ull Press, 2004), 56.
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pertengkaran terus-menerus) dimana Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76
merupakan lex specialis dari pasal 145 dan 146 HIR/172 Rbg. Pada UU
Nomor 50 Pasal 76 ayat 1 Tahun 2009 dijelaskan bahwa apabila gugatan
perceraian didasarkan atas alasan syigac, maka untuk mendapatkan putusan
perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga
atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.>® Sedangkan pada pasal
145 HIR mengatur siapa saja yang tidak dapat didengarkan kesaksiannya,
yaitu sebagai berikut:

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak

menurut keturunan lurus,

2. lsteri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada per

ceraian,

3. Anak-anak yang tidak diketahui benar sudah cukup umurnya lima

belas tahun,

4. Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.

Adanya penerapan asas lex specialis dalam penggunaan saksi pada
perkara perceraian yang diakibatkan oleh syigaq salah satunya
mempertimbangkan aspek sosiologis, dimana permasalahan yang terjadi
dalam suatu keluarga bersifat rahasia, sehingga rasionalisasi kecakapan

saksi keluarga memberikan kesaksian dalam perkara tertentu tersebut

36 pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989.
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adalah karena mereka yang dipandang paling mengetahui tentang kondisi
keperdataan tertentu yang cenderung privat tersebut. Maka pada perkara
perceraian atas alasan syiqaq para penggugat ataupun tergugat wajib
menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang

terdekatnya.
D. Kesaksian Menurut Pandangan Hukum Islam

1. Pengertian

Dalam bahasa arab kata kesaksian berasal dari kata 2g-3g5-s3s,
Sedangkan pada kitab figh sunnah, syahadah berasal dari kata
musyahadah yang berarti melihat atau menyaksiskan dengan mata
kepala sendiri, karena orang yang melihat atau menyaksikan
memberitahukan apa yang ia saksikan dan apa yang ia lihat.*” Dengan
demikian, dapat dikatan saksi apabila seorang melihat, mendengar atau
mengalami sendiri suatu peristiwa hukum yang terjadi.*®

Menurut Muhammad Salam Madzkur :

e g oY sslgadt bal (S 2 3 Bus e slesd)

Artinya: “Kesaksian adalah mengenai pemberitahuan seseorang

yang benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk

menetapkan suatu hak terhadap orang lain”.%

37Sayyid Sabiq terj. Mukhlisin Adz-Dzaki dan Arif Hidayat, Figh Sunnah, Jilid 4 (Jakarta: Pena
Pundi Aksara, 2006), 361.

Taufiqg Hamami, Hukum Acara Perdata Agama, cet. 1 (Jakarta: PT. Tatanusa, 2004), 224.
$9Muhammad Salam Madzkur, al-Qadha’ fi al-1slam, (Kairo : Dar an-Nahdah al-‘ Arabiyah, 1964),
83.

37



Dalam hukum Islam, keterangan yang disampaikan saksi harus
berdasarkan pengetahuan yang yakin bukan pengetahuan yang ragu.
Artinya sebuah kesaksian yang akan saksi berikan sebagai alat bukti
dalam persidangan adalah pengetahuan saksi berdasarkan penglihatan
dan pendengaran yang jelas peristiwa yang terjadi. Atas dasar ini para
ulama mensyaratkan agar saksi menjelaskan bagaimana ia mengetahui
apa yang dipersaksikannya di persidangan.*

2. Syarat Saksi

Adapun syarat sesorang dapat menjadi saksi menurut hukum islam

adalah sebagai berikut:
a. Beragama Islam
Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn

Hanbal, saksi dalam suatu akad atau transaksi harus beragama Islam.

Oleh karena itu, jika ada orang yang bukan beragama Islam menjadi

saksi dalam suatu akad atau transaksi, maka kesaksiannya tidak

dianggap sah karena tidak memenuhi syarat.*!

b. Berakal dan Baligh

c. Paraulama menyatakan bahwa tidak boleh menerima kesaksian dari
orang yang tidak berakal, seperti orang gila atau orang yang sedang

mabuk. Hal ini disebabkan karena mereka tidak terpercaya. Selain

40Analiansyah, Hukum Pembuktian Dalam Islam Penelusuran pemikiran Jalaluddin Attarusani
dalam Kitab Safinat Al Hukkam Fi Takhlish Al-Khassani, 266-227.

“INur Adzimah, “Kedudukan Saksi Perempuan dalam Perkara Perceraian Analisis Perbandingan
Pendapat Empat Madzhab dengan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia,”(Skripsi, Fakultas
Syariah dan Hukum jurusan Akhwal Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta, 2015), 24.
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itu, saksi harus sudah baligh sehingga anak-anak yang belum baligh
tidak dapat menjadi saksi karena tidak mungkin memberikan

kesaksian yang diperlukan dan diharapkan.

. Merdeka

Ulama dari golongan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah
menegaskan bahwa syarat saksi adalah merdeka, sehingga tidak
diterima kesaksian dari seorang hamba.

Dapat Melihat

Menurut Imam Abu Hanifah, Muhammad, dan Ulama
Syafi’iyah, saksi harus bisa melihat peristiwa yang disaksikan. Oleh
karena itu, kesaksian dari orang yang buta tidak diterima, karena
seorang saksi harus bisa mengidentifikasi apa yang ia saksikan dan
mengetahui isyarat-isyarat yang ada. Meskipun seorang yang buta
bisa melihat saat menyaksikan, namun kesaksian mereka tetap
ditolak.

Dapat berbicara

Ulama Hanafiyah, Syafi‘iyah, dan Hanabilah juga mensyaratkan
agar saksi dapat berbicara. Kesaksian dari orang yang bisu tidak
diterima, meskipun isyarat mereka dapat dipahami, karena isyarat
tidak dapat dianggap sebagai kesaksian yang memenuhi syarat yakin

sehingga harus ada pelafalan atau pengucapan kesaksian yang jelas.
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g. Adil

Para ulama telah menyepakati bahwa untuk menjadi seorang
saksi, seseorang haruslah adil, sementara orang yang dianggap fasik
seperti pezinah, pemabuk, pencuri dan lain sebagainya tidak diakui
kesaksiannya. Akan tetapi, jika orang fasik tersebut memiliki
kedudukan dan martabat yang tinggi di masyarakat, maka
kesaksiannya bisa diterima karena dianggap memiliki kehormatan
dan martabat yang dapat mencegahnya dari kesaksian yang dusta.
Meskipun demikian, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa
kesaksian dari orang fasik harus ditolak sepenuhnya, dan jika
seorang hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan kesaksian
dari orang fasik, maka putusan tersebut dianggap tidak sah dan
hakim tersebut dianggap durhaka/membangkang.*?

h. Bukan dugaan atau sangkaan,

Tuhmat yaitu orang yang kesaksiannya hanyak menguntungkan
pihak yang ia berikan kesaksian dan melindungi kesalahannya.
Tidak boleh kesaksian bapak atas anaknya, juga sebaliknya
kesaksian anak terhadap orang tuanya dan kakek neneknya.*?

Sayid Sabiqg dalam kitabnya Figh Sunnah merinci tujuh hal yang

harus dipenuhi sebagai saksi, yaitu: Islam, adil, baligh, berakal (tidak

“2Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Figh Al-Qadha, (Jakarta: PT.
RajaGrafindo, 2012), 79-82.
43Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Figh Al-Qadha, 85.

40



gila atau mabuk), berbicara (tidak bisu), hafal dan cermat, bersih dari

tuduhan.*
3. Syahadah Istifadhah

Dalam hukum islam, juga mengenal saksi testimonium de auditu,
dengan sebutan syahadah istifadhah. Secara istilah syahadah istifadhah
adalah kesaksian yang disampaikan oleh sorang saksi yang tidak
mengetahui secara langsung, tidak mengalami dan tidak mendengar sendiri
suatu perbuatan hukum.* Ibnu Qoyyim al jauziyyah mengartikan syahadah
istifadah sebagai sebuah kemasyhuran yang telah atau sedang
diperbincangkan banyak orang dan bersifat masyhur. Oleh karena pesan
kesaksian itu dari berita yang sudah tersebar dan mashyur sifatnya, maka
kesaksian tersebut bukan suatu karangan bahkan palsu.*®

Mengenai kekuatan saksi dari istifadah ini para ulama sepakat bahwa
hakim boleh memutuskan suatu perkara keperdataan seseorang (nasab al
wiladah) berdasarkan syahadah istifadah selama kesaksian tersebut bersifat
masyhur yaitu telah menyebar ditengah-tengah masyarakat dan didukung
oleh bukti yang lainnya sehingga diyakini bahwa peristiwa yang
disampaikan oleh saksi istifadah benar-benar diyakini terjadi.

Terdapat perbedaan pendapat pada kalangan para ulama terkait pada

penerapan dibidang apa saja saksi istifadah dapat digunakan. Menurut

4 Roihan A.Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2006), 140.

4 Asmuni, “Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Figh”, Jurnal
Hukum dan Peradilan, No. 2 (2014): 198.

46Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-Pokok Ilmu Dirayatul Hadis, cet. 5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981),
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ulama hanabilah, syahadah istifadhah boleh digunakan pada bidang-bidang
tertentu, yaitu dalam bidang pekawinan, hak-hak pribadi, wakaf dan
kematian. Sedangkan menurut para ulama syafi’iyah syahadah istifadhah
boleh digunakan dalam hal nasab, perwalian, wakaf, pengunduran diri,

nikah, wasiat, kedewasaan dan hak milik.*

47Abd. Manaf, Syahadah Al-Istifadah Dalam Sengketa Perwakafan, diakses 26 September 2022,
www.badilak.com
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kronologi Perkara dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan
Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb

1. Kronologi Perkara

Mengutip pada putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor
144/Pdt.G/2022/PA.Jmb bahwa terdapat cerai gugat yang diajukan oleh
istri kepada suami nya. Dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat,
konflik ini dilatar belakangi oleh pertengkaran dan perselisihan antara
penggugat dengan tergugat. Diawali dengan pada tahun 2017 suami
sebagai tergugat mempunyai hubungan asmara hingga menikah siri
dengan perempuan lain. Hal ini diketahui oleh penggugat melalui sosial
media karena perempuan tersebut kerap kali mengumbar kemesraan
dengan tergugat.

Puncak konflik terjadi pada 22 November 2020, dimana tergugat
keluar rumah dan tidak pulang seharian. Ketika pulang anak-anak nya
menanyakan darimana tergugat, namun tergugat marah dan kemudian
keluar dari rumah dengan membawa satu sepeda motor. Sejak saat itu
hingga gugatan diajukan, tergugat tidak lagi bertempat tinggal bersama
penggugat serta tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami

istri.
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Pada 08 April 2021 penggugat mengajukan surat gugatannya pada
Pengadilan Agama Jambi. Melalui proses yang sesuai dengan hukum
acara perdata, hakim menyelesaikan perkara tersebut diawali dengan
upaya perdamaian atau mediasi hingga terbit putusan hakim. Namun
pada rangkaian proses tersebut tergugat tidak pernah hadir dalam
persidangan, sehingga jawaban tergugat tidak dapat didengar.

Meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, karena
perkara ini merupakan perkara perceraian yang disebabkan oleh syigaq
(perselisihan dan pertengkaran terus-menerus) maka menganut acara
khusus (Lex Specialis), sehingga penggugat tetap dibebani untuk
membuktikan dalil-dalil gugatannya.*® Berikut alat bukti yang diberikan
oleh penggugat:

a. Bukti Surat

Bukti surat yang diberikan merupakan fotocopy akta nikah
penggugat dengan tergugat yang bermeterai lengkap dan sesuai.

b. Saksi

1) Saksil
Saksi 1 merupakan keponakan dari tergugat, sehingga
suami penggugat adalah paman saksi. Menurut putusan
Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb,
mengenai peristiwa yang berhubungan dengan pengajuan

penggugat, bahwa saksi menyatakan sejak tahun 2017 rumah

48pytusan PA Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb.
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2)

tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena
adanya perseleisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh
tergugat yang memiliki hubungan asmara dengan wanita
lain. Saksi menambahkan bahwa dia mendapatkan cerita dari
penggugat serta melalui informasi yang berkembang
tergugat telah menikah lagi secara resmi dengan wanita lain
tanpa sepengatuhan penggugat. Puncaknya yaitu pada bulan
November 2020, tergugat pergi dari rumah kediaman
bersamadan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang yang
lamanya kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Selama berpisah
tergugat tidak memberikan kabar sehingga tidak mengetahui
keberadaannya dan tidak lagi memberikan nafkah untuk
penggugat dan anaknya. Selain itu, saksi menambahkan
bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung
perselisinan dan pertengkaran yang terjadi antara tergugat
dan penggugat.
Saksi 2

Saksi 2 merupakan teman dekat dari penggugat. Dalam
kesaksiannya disampaikan bahwa semenjak tahun 2017
rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi. Hal
ini ditandai dengan tergugat tidak kelihatan lagi pulang dan
berada di rumah penggugat hingga saat gugatan diajukan.

Berpisahnya penggugat dengan tergugat karena tergugat
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pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan
penggugat yang dilatar belakangi terjadinya perselisihan dan
pertengkaran. Saksi menyatakan bahwa sebelum berpisah
penggugat pernah bercerita bahwa rumah tangganya tidak
rukun disebabkan tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan
rumah tangga tidak terpenuhi oleh tergugat. Sebagai teman
penggugat, saksi telah menasehati penggugat agar tetap
bersabar menunggu kepulangan tergugat, tapi penggugat
menyatakan tidak sanggup lagi membina rumah tangga

dengan tergugat.
Melalui alat bukti yang telah diberikan kepada hakim, maka
diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Jambi bahwa mengabulkan gugatan penggugat secara verstek serta

dijatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat.*®

2. Pertimbangan dan Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama

Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb

a. Adapun pertimbangan hakim dalam putusan ini adalah sebagai
berikut:

1) Meneliti surat gugatan penggugat dan mendengar keterangan

penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini

adalah penggugat menggugat untuk bercerai dari tergugat

4SPutusan PA Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb.
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2)

3)

dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran semenjak 2017 disebabkan
tergugat menjalin asmara dan ketahuan telah menikah secara siri
dengan wanita lain, puncaknya terjadi pada bulan November
tahun 2020 dimana tergugat pergi dari kediaman bersama dan
hingga kini tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui
keberadaannya, serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam
rumah tangga.

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di
pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih
dahulu harus dilaksanakan mediasi. Akan tetapi, dalam perkara
ini, pihak tergugat tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak
dapat dilaksanakan.

Dikarenakan alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat
berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf “f’ Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf “f”
Kompilasi Hukum Islam, maka harus terpenuhi unsur sebagai
berikut, (1) Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut

menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun
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4)

5)

6)

kembali. (3) Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak
berhasil,

Dikarenakan alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat
berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf “f’ Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf “f”
Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan pasal
22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal
134 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis perlu mendengarkan
keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau
orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Majelis telah mendengarkan kedua orang saksi yang berasal dari
pihak keluarga yakni keponakan tergugat dan orang yang dekat
dengan penggugat yakni teman dekat penggugat. Dalam
penilaian majelis, kedua orang tersebut telah memenuhi syarat
formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 171-172
R.Bg., jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai
dengan ketentuan pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian
dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;
Majelis menyatakan bahwa secara materiil kedua orang saksi
tersebut telah terpenuhi dengan memberikan keterangan
bersarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai

keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau
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saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat
digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan
pasal 307-309 R.Bg.;

7) Melalui bukti surat, kesaksian dari dua orang saksi, anggapan
hukum, serta dali-dalil gugatan penggugat yang telah
dihubungkan sehingga dalil-dalil gugatan penggugat terbukti,
maka diketemukan fakta-fakta yuridis;

8) Melalui fakta-fakta yuridis tersebut, majelis berpendapat bahwa
fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf
“f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf “f” Kompilasi Hukum Islam, bahwa penggugat dan
tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga (onheelbaare tweespalt), sehingga pintu perceraian dapat
dibukan guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah
tangga yang akan membawa mudharat kepada kehidupan
penggugat dan tergugat tetap dipertahankan.

b. Hail putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor
144/pdt.g/2022/pa.jmb

1) Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;

2) Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;

3) Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap

penggugat;
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4) Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp520.000,00 (Lima ratus dua puluh lima ribu).

B. Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Jambi
Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb

Dalam memutus suatu perkara di pengadilan, sesuai dengan Undang-
undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 10 ayat 1 bahwa “Pengadilan dilarang
menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang
diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan
wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”®® Maka hakim memiliki
kewajiban untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara atau kasus
meskipun tidak ada atau kurang jelas hukumnya. Oleh sebab itu, hakim juga
dituntut untuk kreatif dalam mempertimbangkan suatu masalah hukum,
sehingga alasan atau dasar hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak
hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan namun juga alasan yang
tidak tertulis juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengadili.

Pada pertimbangan hakim memutus perkara perceraian Nomor
144/Pdt.G/2022/PA.Jmb hakim menjelaskan bahwa setelah mendengarkan
kesaksian yang telah disampaikan oleh saksi 1 dan 2, hakim menyangkakan
bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi
perselisinan dan pertengkaran disebabkan tergugat berselingkuh dan

menikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan penggugat.

%0 pasal 10 Ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.
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Kesimpulan ini didapat karena penjelasan dari kedua saksi tersebut tidak
saling bertentangan. Selain itu, ketidak hadiran tergugat selama persidangan
berlangsung juga sehingga dalam pelaksanaan pembuktian, alat bukti yang
diberikan oleh penggugat tidak ada perlawanan memperkuat bahwa yang
disampaikan oleh para saksi benar adanya.

Melalui alat bukti yang ada, hakim mempertimbangkan bahwa jelas
rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat
dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat

bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 9 huruf “f”

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 “f”

Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga penggugat dan tergugat

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

(onheelbaare tweespalt), selain itu sampai saat sakarang penggugat

dan tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut majelis hakim

berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah berada

dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk
dipertahankan lagi.

Dari pertimbangan hakim tersebut, jelas bahwa hubungan antara
penggugat dan tergugat dalam rumah tangga sudah tidak dapat
dipertahankan lagi. Dalam kasus perceraian, seringkali sedikit orang atau
bahkan tidak ada yang mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang
terjadi di antara pasangan suami-isteri. Untuk menentukan apakah
perselisihan tersebut terjadi secara terus-menerus dan apakah ada harapan
untuk memperbaiki hubungan tersebut, hakim dapat mempertimbangkan
berbagai alat bukti yang tersedia. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim
harus memastikan keputusannya adil dan tidak merugikan pihak manapun.

Hakim harus memikirkan kebaikan antara penggugat dan tergugat apabila

51



terjadi

perceraian atau tidak, keadilan sangat diperlukan dalam

mempertimbangkan suatu putusan agar dapat diterima secara objektif. Adil

memiliki tiga pengertian yaitu tidak berat sebelah (tidak memihak),

berpihak pada kebenaran dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

. Analisis Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam

Perkara Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb

Dalam penyelesaian suatu perkara perdata, alat bukti saksi sangatlah

penting karena berfungsi untuk menguatkan tentang kejadian atau peristiwa

terhadap adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang

sedang berperkara, khususnya kejadian atau peristiwa yang berhubungan

dengan alasan gugatan. Saksi dapat dinyatakan sah dan sempurna apabila

telah memenuhi syarat formil maupun materiil yang telah ditentukan.

Adapun syarat formil dan materiil suatu saksi adalah:

1. Syarat formil

a.

b.

Orang yang akan dimintai keterangannya sebagai saksi harus
cakap (sudah dewasa menurut undang-undang, tidak gila, tidak
dalam pengampuan, atau dengan kata lain dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya);

Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda
dengan salah satu pihak, kecuali undang-undang menentukan
lain, termasuk juga hubungan perkawinan walaupun sudah

bercerai;
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e.

f.

Tidak ada hubungan kerja dengan menerima upah, kecuali
undang-undang menentukan lain;

Menghadap ke persidangan dalam rangka memberikan
keterangan kesaksiannya;

Saksi diperiksa seorang demi seorang;

Mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan.

2. “Syarat Materiil

a.

C.

d.

€.

Menerangkan apa yang telah dilihat, didengar dan dialami
sendiri;

Diketahui sebab-sebab mengapa saksi mengetahui suatu
peristiwa yang akan diperiksa;

Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri;
Saling bersesuaian satu sama lain;

Tidak bertentangan dengan akal sehat.”®!

Pada syarat materiil dijelaskan apabila saksi harus menerangkan apa

yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri Hal ini menjukkan bahwa

tidak cupuk apabila saksi hanya menerangkan bahwa ia mengetahui

peristiwanya. Alasan seorang saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut

harus jelas. Keterangan saksi yang tidak disertai dengan alasan yang jelas

sampai seorang tersebut dapat mengetahui peristiwinya, maka tidak dapat

digunakan sebagai alat bukti yang sempurna.®? Apabila ada seorang saksi

51M. Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkata Perdata di Indonesia, 62.
52Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 173.
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yang tidak mengetahui peristiwanya dengan jelas, tidak melihat, mendengar
atau mengalami sendiri, maka saksi tersebut adalah saksi testimonium de
auditu.

Dalam perkara perceraian karena alasan pertengkaran dalam suatu
rumah tangga seperti pada putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor
144/Pdt.G/2022/PA.Jmb sangat sulit dalam mencari saksi yang
menyaksikan hingga mendengar secara langsung karena konteksnya rumah
tangga yang ranahnya cenderung rahasia. Sedangkan dalam pertimbangan
hakim dijelaskan bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang
disebabkan oleh syiqaq (perselisihan dan pertengkaran terus-menerus).
Sesuai pada pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam, maka menganut acara
khusus (Lex Specialis) penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-
dalil gugatannya walaupun tergugat dalam hal ini tidak pernah hadir
dipersidangan dari sidang pertama hingga dibacakannya putusan.>® Hal ini
menjadi salah satu alasan pengugat mengajukan seseorang saksi yang tidak
mendengarkan atau melihat secara langsung sengketa yang ada atau
testimonium de auditu.

Menurut pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan
pasal 138 Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam pengajuannya majelis
perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan

atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Pada perkara ini,

53pytusan PA Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb.
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tergugat membawa dua saksi yaitu saksi pertama adalah keponakan tergugat
yang merupakan pihak keluarga dan saksi yang kedua adalah teman dekat
tergugat sebagai orang dekat penggugat.

Saksi pertama yang merupakan keponakan tergugat sebagai pihak
keluarga, menyatakan bahwa saksi pernah melihat dan mendengarkan
secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara tergugat
dan penggugat. Selain itu, dia mendapatkan cerita dari penggugat serta
melalui informasi yang berkembang tergugat telah menikah lagi secara
resmi dengan wanita lain tanpa sepengatuhan penggugat. Sedangkan saksi
kedua yang merupakan teman dekat tergugat menyatakan bahwa penggugat
pernah bercerita bahwa rumah tangganya tidak rukun disebabkan tergugat
tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi oleh
tergugat. Keterangan yang diberikan oleh saksi dua tidak ada yang
menyatakan bahwa saksi pernah melihat atau mendengarkan sendiri
peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kasus yang diajukan.

Dalam kesaksian yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut dapat
disimpulkan bahwa saksi pertama memenuhi syarat materiil dan formil,
sedangkan saksi kedua memenuhi syarat formil tapi belum memenubhi syarat
materiil. Saksi dua dapat dinyatakan belum memenuhi syarat materiil
karena keterangan yang disampaikan oleh nya hanya sebuah cerita yang
disampaikan oleh penggugat (testimonium de auditu). Adapun keterangan

saksi yang menyatakan sebuah cerita dari penggugat adalah sebagai berikut:
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“Sebelum berpisah, penggugat pernah bercerita bahwa rumah
tangganya tidak rukun disebabkan tergugat tidak bekerja sehingga
kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi oleh tergugat”.

Pada umumnya, kesaksian de auditu tidak diperkenanankan karena
tidak melihat, mendengar atau mengalami sendiri yang merupakan sebuah
syarat materiil kesaksian dari seorang saksi dapat sah dijadikan sebagai alat
bukti (Pasal 171 ayat (1) HIR, 308 ayat (1) Rbg, 1907 BW). Namun,
menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1959 No. 308
K/Sip/1959 dijelaskan bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan
sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan
sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah
dilarang.>* Sehingga saksi testimonium de auditu tidak dikategorikan
sebagai alat bukti saksi, namun dapat dikonstruksi menjadi alat bukti
persangkaan.

Pada Pasal 1915 BW, dijelaskan bahwa persangkaan adalah
kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu
peristiwa lain yang belum terang nyata kearah peristiwa lain yang belum
terang kenyataannya, Yyaitu yang didasarkan atas undang-undang
(praesumptiones juris) dan yang merupakan kesimpulan-kesimpulan yang
ditarik oleh hakim (praesumptiones facti).>®> Menurut Pasal 1915 BW,

secara tidak langsung apabila testimonium de auditu dikategorikan sebagai

5 Putusan MA No. 308 K/Sip/1959
SYahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, 688.
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alat bukti persangkaan, maka termasuk dalam persangkaan praesumptiones
facti yaitu kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim melalui
penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh saksi testimonium de auditu.
Kesaksian yang diberikan oleh saksi testimonium de auditu akan di
komperasikan dengan bukti dan saksi lainnya apakah sesuai atau tidak.
Apabila terdapat kesesuaian antara saksi testimonium de auditu dengan
bukti dan saksi lainnya maka dapat dipertimbangkan sebagai sebuah
persangkaan. Pada perkara ini yang disampaikan oleh saksi testimonium de
auditu yang merupakan saksi Il sesuai dengan apa yang disampaikan oleh
saksi I, bahhwa sejak tahun 2017 rumah tangga penggugat dan tergugat
tidak rukun lagi karena adanya perseleisihan dan pertengkaran serta
penggugat dan tergugat sudah tidak satu rumah lagi selama kurang lebih
satu tahun sebab tergugat meninggalkan rumah.

Mengenai kekuatan alat bukti persangkaan hakim pada dasarnya adalah
bebas (vrij bewijskracht). Sehingga apabila persangkaan hakim tidak
dilawan oleh bukti yang lain, maka kekuatan pembuktiannya menjadi
sempurna dan bersifat mengikat. Hal inilah yang terjadi pada perkara
putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb, dimana
tergugat tidak hadir sama sekali selama persidangan berlangsung sehingga
dalam pelaksanaan pembuktian, alat bukti yang diberikan oleh penggugat
tidak ada perlawanan.

Peradilan berfungsi untuk menegakkan keadilan. Dalam kasus ini, dapat

diketahui bahwa penggugat tidak dapat menghadirkan saksi yang bisa

57



memberikan kesaksian secara sempurna dikarenakan kejadian dalam
keluarga adalah bersifat privat. Sehingga hakim tidak dapat secara langsung
menolak kesaksian yang diberikan oleh saksi de auditu. Melalui unsur-
unsur yang diuraikan diatas, maka kesaksian dari saksi testimonium de
auditu secara yuridis tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti saksi serta
dijadikan sebagai alat bukti yang utama, melainkan sesuai dengan putusan
Mahkamah Agung tanggal 11 November 1959 No. 308 K/Sip/1959 bahwa
melalui pertimbangan yang objektif dan rasional, saksi testimonium de
auditu dapat dikonstruksikan pada alat bukti persangkaan, khususnya
persangkaan praesumptiones facti yaitu kesimpulan-kesimpulan yang
ditarik oleh hakim melalui penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh
saksi testimonium de auditu.

Sedangkan menurut hukum islam, saksi testimonium de auditu secara
pengertian memiliki kesamaan dengan syahadah istifadah, yaitu kesaksian
yang diberikan oleh seorang saksi yang tidak berdasarkan pada apa yang
dilihat, didengar atau diketahui sendiri oleh saksi. Namun, pada kesaksian
syahadabh istifadah ditekankan bahwa kabar atau berita yang telah masyhur
atau menyebar ditengah-tengah masyarakatlah yang dapat didengarkan.
Selain itu, para ulama menjelaskan bahwa saksi istifadah tidak dapat
digunakan pada seluruh perkara,namun hanya dapat digunakan pada
perkara-perkara tertentu saja. Misal menurut Ahmad dan sebagian ulama
mazhab Syafi‘i berpendapat bahwa kesaksian berdasarkan saksi Istifadah

dibolehkan dalam tujuh hal, vyaitu pernikahan, nasab, kematian,
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pemerdekaan, wala‘, wakaf, dan kepemilikan.® Menurut ulama yang
bermazhab Hanbali menerima kesaksain istifadah dalam perkara nasab,
kelahiran anak, pernikahan, kematian, kepemilikan, perwakafan, perwalian,
serta pencopotan status sebagai wali. Sehingga pada perkara perceraian
menurut hukum islam saksi istifadah atau kesaksian yang tidak berdasarkan
pada apa yang dilihat, didengar atau diketahui sendiri tidak dapat digunakan

sebagai alat bukti kesaksian.

56 Sayyid Sabiq terj. Mujahidin Muhayan, Fighus Sunnah (Figih Sunnah), 360.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas,

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam  Putusan  Pengadilan = Agama Jambi  Nomor
144/Pdt.G/2022/PA.Jmb pertimbangan hakim (Recio decidendi)
dalam mengabulkan gugatan perceraian berdasarkan alat bukti saksi
I dan 11 dari penggugat. Meskipun penggugat membawa dua seorang
saksi yang salah satunya adalah saksi testimonium de auditu, namun
keterangan saksi saling bersesuaian. Ketidak hadiran tergugat
selama persidangan berlangsung juga menyebabkan alat bukti yang
diberikan oleh penggugat tidak ada perlawanan memperkuat
persangkaan hakim bahwa yang disampaikan oleh para saksi benar
adanya.

2. Saksi testimonium de auditu tidak dapat dikategorikan sebagai alat
bukti saksi karena tidak memenuhi unsur materiil. Pada putusan
Mahkamah Agung tanggal 11 November 1959 No. 308 K/Sip/1959.
saksi testimonium de auditu dapat dikonstruksi sebagai alat bukti
persangkaan hakim selama tidak bertentangan dengan fakta lain
yang didapat dipersidangan. Apabila tidak dilawan oleh bukti yang
lain, maka kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan bersifat

mengikat.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti

paparkan maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pada penyelesaian perkara, hakim dapat menjadikan saksi
testimonium de auditu sebagai alat bukti yang di konstruksi sebagai
alat bukti persangkaan dan menjadi pertimbangan hakim (Recio
decidendi).

2. Dalam penyelesaian perkara perdata khususnya perceraian yang
didalamnya menggunakan saksi testimonium de auditu, maka
sebaiknya hakim bersikap secara subjektif dan rasional dalam
mempertimbangkan kesaksian yang disampaikan oleh saksi, serta
perlu menilai secara teliti apakah terdapat kesesuaian antara
kesaksian yang disampaikan oleh saksi testimonium de auditu

dengan saksi atau bukti lainnya.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

! sﬂ putusan.mahkamahagung.go.id

PUTLUSAN
Momor 144 Pt GI20221PA . IJmb

DEMI| KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memernksa dan mengadili perkara f=rentu
pads tingkat perama dalam sidang Majelis telah menauhkan putusan sebaga
perikut dzlam perksars Ceral Gugst antara:

PEMGGUGAT, umur 50 tshun, 30amsa islam, pendidiban XK pekerzsn
wooDoxy,  tempst tingpal o MEMKKER, ssbags
Penggugat;
el awan

TERUGAT, umur 51 tshun, agama |slam, pendidkan KEEEE pekensan dshul
MOGOOHNN ANy, tempat tingpsl dehulu ol RO,
S=karang tidak dikstshul lagl slamatnys, bak di dslam

maupun oi juar willayah Negara kesatuan Republk

mdonesis (Daib), s=baos Tergugsat;

Pangadian Agama 1=rsehut;
Telzh mempslsan berkas! surat-surat yang berkstan dengan perkars ing
Telsh mendengar ksterangan Penggupst dan memerksa alst-zlst buktl di

persidangan;
DUDUE PERKARA

Bahwa Penoguost dengan surat gugstannya tertanggal 08 April 2021
yang telzh terdaftar di Kepaniterzan Pengadian Agama Jambi dengan register
perkars Momaor 144 Pdt EI2022/PAImb tanoos| L3 April 2022, menpemukakan
dalil-dall s=baga berkul:

1. Bahwa pads XO0000f{ Fenpguost dengan Tergugat melangsungkan
pernikahan yang dicatst oleh Pegawsal Pencatat Wikah/ Kantor Urusan
Apama KEXEXKEE, EixXXXEE Derups Buka Kubpsn Axis Mikah osngan
homor: 00O, ienangal SO

Hal 1agas 18 Ha! Petusan Somos 48P SR ARe dmb
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2. Bahwapads wakiu akad nikah, Penggugat berstaius perawan dan Tengugst
Dersistus =sks;

3 Bahwa seielsh meniksh, Penpgugat dengan Tengupsi hidup bersama
s=bapal suami-istri dengan benempat tinggsl di rumah kediaman bersama
Terguoat dan Pengguat di X0000000 kurang lebih 27 (dua pulub tujub)
tahun sampai berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa selama pernikshan, Penpguost dengan Tergupat telah melskukan
hubungan suami isien (ba'da dukhul) dan itelsh diksrunia anak 2 (dus)
orang yang bernama :

| B, Derumur X, dansskarang sudah berkeluangs;
[, s, berumuor SN, dan sskarang tinpoa! dengan Penoguost;

5. Bahwa awal pernikahan, rumah tanpga Pengougat denpgan Tergugat

berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2017, terjadi pertengkaran
dan perselisinan, yang dissbabkan Tergugat mempunysi hubungan asmara
dengan perempusan lain. Pengguoat mengetahul dari sosizl media karena
Perempuan tersebut kerap kall mengumbar kemesrasn dengan Tergupat d
sosial media. Kemudian Tergugst jugs sudsh kstshuian oleh Pengguosat
Elzh menikah siri dengan perempuan tersebut Hal ini dibuktikan dengan
Zurat ketsrangan nikah alzs niksh =i anars Tergugst dan perempusn
Ersebul dengan tulsan Arsb-Melayy;

6. Bahwa puncak persslisihan dan perengkaran Penpgugat dengan Tergupat
iznadi pads tanpgel 22 Movember tshun 3020, dissbabkan Fengguost
velugr rumah, namun tidsk bissanya tidsk pulang dslam semalam.
Besoknys 5331 kembal ke rumah, Tergugat marah dengsn Snak-ansknys
warens mengnyakan dar mans Tergupsat . Kemuodian sstelah o Terguoat

pergl dar rumah dengan membawsa 1 {satu) wnit modor, dan sstelah o
Tergugst tidsk perngh lag kembsl ks rumah kediaman bersamas. Sssk

sast itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggsl, tidak lag

MELSKSANSKAN Nak 0an xewajian senagal Suami Shen;

Bahwa Penggupat telah berusaha mencar kebsradssn Tergugst, namun
Bdak perhasl;
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&. Bahwa keberadsan Tergugst memand swdah tidak dikstshol  lagi,

permyaizan ini disahkan menuret Surat Keterangan Ghaib Mo | /
F3021, tertanogal - [Surat Keterangan terlampir)

Bahwa rumah tangda Penoguost denoan Terguoat benar-benar swdah tidak

rermaonis l2gi dan sulit uniuk diperiahankan, Pengowgat telsh berketetapan

hat untuk beroeral dari Terguoat;

0

10. Bahwa Pengguosi sanggup membayar ssluruh bizya yang timbul akibat
perkars ind

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penoguoat maohon
kepsds Ketus Pengadian Agama Jambl cg. Majsls Hakim untuk memernkss
dan mengadili perkars ini dan selanjuine dapst memuiuskan sehagal berikut:
Brimer:

1. Mengzbulkan gugatan Penggugat;

2. Wemutuskan  hubungsn permikshan Pengouost  [PENGGUGAT)
denpanTerpuost (RO )

3 Membebankan Pengguegst untuk membaysr bisys perkars yang timbul
dglzm perkars ing

Subsider

Apabils Majelis Hakim berpendapsat lain, mohon putusan yang sesdil-adinys

{exr Asguo et Bonal;

Bahwia pada harni dan tangosl sidang yang telah ditetapkan, Penoowaat
telzh menghadap sendin di persidangan, sedanokan Tenguoat tidak pernah
menghadsp dan tidak memnyuruh orang lein uniuk menghadap sebagai
Wakillkuasa hukumnya meskipun telash dipanogil secars resmioodan patut
melzlui sizran RRI Jambi tanpgsl 14 Janwan dan tanogal 15 Februsn 2022
yang relzss panggilznnys dibscakan di dalam sidang, sedangkan fidsk termyats
bahwa tidsk datamgnya Tenguost tersebut dissbabkan swato halangan yang
sah mernunut hubkum;

Bahwa, Majelis dalam persidangan i2lah berussha mendamaikan
dengan  jglan menssshati dan menyarankan kepads Penoguost  sgar

mengurungkan keinginannya wuntuk bercerai dan  bersshar  menunggu
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kepulangan Tergugat serta mencoba kembali membina rumah tangga yang
sakinah, mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil;

Bahwa usaha damal melalu prosss medas ssbagamans dimaksod
Faszl 4 FERMA RI Momor 1 Tshun 2015 tdsk dapst dilsksanskan karsns
Tergugat tdak pernah hadir;

Bahwa, pemerkssan perkara 0l dignuikan sscars (higas) dizwsal
dengan membacaksn surat gugatan Penggugat yang pads pokokrya tetap
dipertahankan oleh Fenggugat;

Bahwa jawsban Tergupat terhadap gupatan Penggupat, tidak dapat
didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa meskipun Tergugat tidsk pernah hadir, oleh karena perkara in
masalah peregwinan (percerzian) dimana masslah percersian menganul SCars
khusus (lex spoialis) maka Penggupsat dibebani untuk membuktikan dalil-ds
Quoatannya;

Bahwa wuntuk mensguhkan dalil-dali gupatannya, Pengguoat telah
mengsjukan bukti-bukt s=bagal berikut:

l. Bu
kti Surat

Fotokop Kutipan Akta Mikah Nomor S000000 tangps! 0000 atas
nama Fengguoat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawa
Fencatat hMigzhd Kanior Urusan Agama OO, soooinx, telah
bermeteral lengkan’ di-nazegeling pos, cocok dan sesusl dengan aslinga,
Dkt “F;

. Bukti Saksi

1. BAKS] 1, umuor XEEEE  sgasms islam, pendidiban HEEEE,

DEHSMEEN oy 00 0o, E=EmDst tnoosl o OO0, e,

OB, MR, HuM¥ Huu¥, mensrangksn di bawsh sumpsh yang

peds pokoknys sebags benkul:
- Szig kenal denpan Penppupst karens saks adslah keponsan dar

Tergugst, s=dangksn  suami Penggugat  bernama RGN

(Tergupsat) atau paman saks|;
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- Penpgugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah yang
dibangun bersama Penppugat dengan Terguost o B0 v,
OB wa Waamy s2lama lebih kursng ET i2hon sampsl berpisah;

- SBelama pernikahan, Fenggupat dengan Tengugat telah hidup bersama
S2DEQSIMEns Suami- i5ir dan swdsh diksrunisl 2 (dus) arang snsk;

- Rumah tangoa Penpgupat dengan Tergugat semenjak tahun 2017
tdak rukun lagi, ternad perselisihan dan periengkaran dissbabkan
Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain;

- Menurut centa Penpgugat dan informasi yang berkembang, Tergupgat
fglah menkah lzy sscars  sn dengan  wanis lan tanpa
sepengetahuan Penggugat;

- Puncakmya tenadi bulan November 2020, akhir dan pertenghkaran
i=rsebut Terguost pergi dan rumsh kediaman bersama dan tidak
pernah kemball lagi sampai sekarang yang lamamya lebih kurang
sudah 1 tahun & bulan Penpgugat dengan Tergugat telah berpisah,
dan s=lams berpisah Terngugat tidsk ads khabar berianys, sshinoos
fidsk dikstshui dimana kebsradsannya, dan tdsk lagi membenikan
pelanal nafuah bust Penpguost dan ansknys;

- Bzlama pissh, usahs untuk merukunksn Penoguost denoan Tergugst
tidzk pernah dilgksanskan karsns slamat Terguost tidsk dikstshun,
meskipun Penggugat telah berusaha mencarinya;

- Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penpgugat dengan
Tengugat karena saks melihat dan mendengar sendin, disamping itu
jups cerial curhat dan Penpgugst sendin kepads ssksi;

- Rumah tangga Penggugat dengan Tengugat tidak pernah dinkunkan
warens  kebsradasn Tergupst tidak dkeishu sampsl sskarang
mestipun Penggugat telah berusaha mencan mya;

Z SAKSI I, umur $EEE, spsma slam, pendidikan HEEE, pekerasn K,
bertempal tingpal o BOOOOOONM, o xxoemx, o bawah sumpsh

MEMDEr«an KSISrangan yany Deda DOXOWnys SSDagsa Denkut
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- Ssks ksnsl dengan Pengpupst ksrens ssksl sdslsh teman dekat
FPenogugst, ssdangkan suvami Penpouost  bernama  RCEREE
(Tergugat);

- Satelah menikah Pengouost dengan Tergugat membing rumah tangas
tingaal di rumah milik bersama Penoguost dan Terguost di ¥aeHENy
SO0 MU0, 000NN

- Dan perkawinan Fenpouaat dengan Tenguoat telah diksruniai 2 (dua)
orang ansk, dan kedusnya dissuh olsh Penogugst;

- Semenjak tzhun 2017 wmah tangga Penggugat dengan Tergugst
tidak rubun lagi, dimana Tengugat tidak kelihatan lagi pulang dan
berads di rumah Penpguoat, sampsal sekarang swudah 1 tghun l=bih
Bmanya Fengounat dengan Tengugat bernpisah;

- Berpisshnya Pengouaat dengan Tergugat karsena Terguat pergl dan
wmah kediaman bersama 1anps Sepengstshusn PEnouost yang
distarbelskangi tenadings persslisingn dan persngkaran;

- Sebelum berpisah, Penpgugat pernah berceria bahwa rumah
i=npganys tidsk rukun dissbsbkan Tergugst tidsk bekena s=hinpos
k=buiuhan rumah =noga tidsk terpenuhi oleh Tengugart;

- Bziak Terguost pengl kirs-kirg skhir i2hon 2020 sampsal sskarang fidsk
pernah kembsal lagi dan tidsk sds khsber beritanys, sshingos tdak
dikstahui ke mana pergi dan dimana ksberadsannys;

- Penggopst tidsk ads mencan keberadsan Tergugat karena slamat
Terguoat tidak diketahui;

- Bzlaku feman Pengoupst, saks) tslah menssshatl Penogupst spsr
ietap berssbar menunggu kepulangan Tergugat, tapi Penpgugat
merniyataksn tidsk sanpgup lzgi membina rumah iangga dengan
Tergugat;

Bawwa sstelzh  diberi kessmpstan  Pengouoat menysisksn  tidak

mengs ukan 28t bukt 2pspun a0l dan menyampaikan kesimpulan secars lisan
yany pada pokokrya menyataksn tetap peds gugatannya ingin berceral dan

mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk s=gala ha
y&ng t=lah termust dzlam beris acars sidang yang diangosp ssbagal satu

k=safuan 12k terpiszhkan delam putusan ing

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa makswd dan tujuan gugatan Penpgupat adalah
SEDE03 MAng 12rseout o 2188

Merumbang, behwa berdasarkan kstenfusn Pasal 48 horof “2° Undang-
Undang Momor T Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasanmya
sebagaimana ielah diubah dengan Undang-Undang Momor 3 Tahun 2006,
terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomaor 50 Tahun 2009,
maks penyelessian perkara o Uingksl penEma &niara orEng-ortang vang
beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenangy absoluf
Pengadian Agama, dan dalam perkars ini 18lah termyais subjek hukum dalam
perkarg in adalsh beragama lslam, dan perkars yang digukan sdalah perkara
dibidang perkawinan, oleh karena fu maka Pengadian Agama beraenang
secara sbsolur uniuk memenkss, memutus, dan menyelesakan DErkars in;

Menimbang, batwia Penggugat telah datang menghadap (in person) d
persdangan, sedangkan Tengugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menguius
orang l=in selzky wakl stau kussanys yang s2h untuk hadir o persidangan
meskipun telah dipangyl secara resmi dan petut sesus Passl 2T Persturan
Femerintah Momor @ Tahun 1975, dan tidsk termyats kefdskhediran Tergugst
terssbut dissbabkan sustu slassan yand sah menuret hukum (defzolt withous
resgson) sesusl FPassl 149 syst (1) R.Bo., maks harus dimyatakan Terguost tdak
hadir dan perkara 5 quo dapat dipsniksa tanpa hadirmya Tergugst (versisk);

Mernimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-
Lndang Momor 1 Tahun 1874 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang
Momor T Tahun 1989 ssbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Momor 3 Tahun 20086, terakhir dengan perubshan kedua Undang-Undang
Momaor 50 Tahun 2008 jo. Pasal 31 Peraturan Pemernintah Momar 8 Tahun 1875
serts Pasal 143 ayat (1) Komplas) Hukem islam, maks Maels telsh berusahs

mendamakan dengan menasshat dan menyaranksn Penggugst agar bersabar
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menunggu kepulangan Tengugat dan rukun kembali membina rumah tangga,
gkan =tap tdak berhas|;

Menimbang, behwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Momor 1 Tahun 2016 Tentany Prosedur Medissi d
Pengadilan, semua perkara yang masuk ke penpadilan terebih dahulu harus
dilzkssnakan medias, skan tetap dalam perkara yang bersanghutan karens
pihak Tergugst tdsk pernah hadin maks medias tdsk dapat disksanskan;

Menimbang, bahwa oleh sebab Penpgupat denpan Tengupat terdapat
hubungan parkawinan sebagai suami istr yang belum pernah putus (bercerai),
maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagal pihak-
pihak dalam perkars ini (persona szl in judicio);

Menimbang, bahwa setelah mensiti surat gugatan Penpgugat dan
mendengar keterangan Penggugst maks yang menjadi masalsh pokok dalam
perkara ini adalah Penggugat menggugat untuk bercerai darn Tengugat dengan
slzsan bahwa Penggugat dan Tergugat terus mensrus tenad perselisihan dan
pertengkaran semanjsk tahun 2017 dissbabkan Terguost menjalin ssmara dan
kstshusn t=l2h menksh sscars sn dengan wanta lan, puncakmys tenad
bulan Nowember tahun 2020 yang berakhir perginya Tergugat darni kediaman
bersama dan hingpa kini tidak pernah kembal lag sera tidsk diketzhul ke
mana pengi dan dimana keberadasnnys yand sampsl sekarang swudah L tshun
& bulan lamanys, seratdsy sds harapan skan rukun l2gidslam rumah tanggs;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan Penggug at
tidak dapst ddengar karena Tergupsat tidak pernah hadir, maka sscars yunds
formal Tengugat dapat disnogap tSdak bermakswd untuk mempertahankan hak-
hak weperdatasnnys dan siBu membsls kepsntingannys o persidangan,
mengakul dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surst gugatan
Pengouwpat, namun fidsk sers merz hal terssbut menjadikan guostan
Fengoupat dapst dikabulkan, karena mengingat perkars ini merupskan perkara
yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (de groten
langen;

Menimbang, bahwa Majels sepand, hal. 405 yang berbunyi:
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Ariinya : Barang siapa yang dipanggil uniuk menghadap Hakim Islam,
lemudizn fdsk manghadsp maks iz termasuk orang yang zalim, dan
gugurlah hakmya.

Menmbang, bahwa berdsssrkan slssan-zlasan terssbut O 8185, maks
Maels menila glasan psrcersan yang ddsilkan olsh Penggupat adalah
t=rmasuk dalam slasan-a/s5an peroersian sebagamans digtur dalam ketentuan
Passl 12 hurnd " Peraturan Pemernntash Momor @ Tahon 1875 jo. Pasal 116
hiwruf < Kompilasi Hukum [slam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkanmya sebush perceraian dengan
glzsan dasar terssbul o siss, maks ssbagsmana Passl 38 ayst () Undang-
Umdang Momor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawingn jo. Pasal 19 horof

Feraturan Pemenntzsh Womor @ Tahun 1875 Tentang Pelsksansan Undang-
Undang Momaor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 hurof 4 dan
Fassl L34 Kompilssi Hukum Islam, harus terpenuhl bebersps unsur s=hags
berikut, (1), Rumah tanaga suwdah tidak mokwn dan harmonis, sening tenad
persslisingn dan periengkarsn SScsrs terus mensrus. (2. Persslisihan dan
perengkaran tersebut menyebabkan suami istn tidak ada harapan untuk rukun
kembal. (3). Pengadilan sudsh mendamaiksn, nemun tidsk berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang
perceraian yang dinilal penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan
urituk l=bih meyskinkan Maslis sias delilkdsll gupstsn Pengouost, maks sssus
dengan Kepuiusan Mahkamah Agung Rl Momor KIMANDERSKS 2006 tanogal 4
April 2008 temtang Pemberizkusn Buku || Pedoman Teknis Administrasi dan
Teknis Peradilan Agama, Edisl Rewvisi 2013, Msjslis berpendspst Fenpougst
divajibkan umiuk mengajukan buldi-bukii yvang dapst mendukung dalilbda
posita dan petilum gugatanmya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapai dan mengambil slih hujzh
syari'ah dalam Kitab AlArwar Juz 1| halaman 55 yang untuk selsnjutnys dismb

alih s=hagal pendapat Majelis yang berbuny sehagal berkut:

Artinya : Apsbils dis (Terguoat) enggan hadir, ataw bersemburyd ataw tidak
dk=tzhwi alamstrya, perkars ini dapsat diputus berdssarkan bukti.
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Fenggugat
i=lah mengsjukan /st buktl berups bukll surat bertands “FYdan buktl ssks
sshagamana dalam duduk perkaranya o a18s;

Menimbang, bahwa terhadsp bukti surat “P* yang disjukan Penpgugat
fersebut, Majelis berpendapat bukt tersebut merupakan fotokopl sah dan swatw
k13 sutentk, khusus dbust sebags alat bukt, 1elsh bermeteral lenghan’ d-
nazegelng pos, cocok dan sssusl dengan aslinye, S buktl terssbut
men=rangkan bahbwa Penpgugat telah menikah dengan Tergugsat pads tangos
3 Januan 1883 tercaist pedas Hantor Urusan Agama (KUA) B R0,
BN maks sesusl ketentusn Passl 2 syat (1) Undang-Undang Momaor L3
Tahwn 1985 dan dan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undzng Maomor 10 Tahun 2020
tentang Ferubshan stas Undzng-Undzng Momor 13 Tahum 1285 tentang Bes
Meteral, sehinpga slat buki tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan
harus dinysiakan dapat ditenma, dan secars mateni dapat dipertimbangkan
karena zlat bukli tersebut memusat keterangan yang menguatkan dan relevan
dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti “P* [Foiokopl Kutipan Akts Miksh Nomor
MO tanppel MANMN]) merupskan skis olEntk yang berdays buki
sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penpgupat dengan Tergugat telah
dan mash terkat dalam perkswinan sah yang tercatat Kantor Urusan Agama
S W dan telah sesusl denpan ketentuan Passl 285 LB, o
Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undzng Momar 1 Tahon 1974 jo. Pasal T ayat
{1} Kompilasi Hukum Islam, dengan demikizn Penpgugat dengan Tengugat
izlsh mempuryai hubungan dan kapssiss hukum wuntuk menjadi pihek dzlam
perkara ini (persona sfzndl A judicio), karsnamys Fengguost mempunys
kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam senghketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahws oleh karena slssan percersaian yang digjukan
Fengpoupst berkenzsn dengan  kstentusn Pasal 19 horef 9 Peraturan
Pemerinizh Nomor @ Tahun 1875 jo. Pasal 116 horof 5 Kompilasi Hokom
Islzm, s=hinpos berdasarkan ksteniusn Passl 22 ayat (2 Peraturan Femennah
Momaor @ Tehun 1975 dan Pasal 138 Kompilssi Hukum Islam, maka kajslis

Hal 10 0mn 18 Hal Sutusan Nomor J4aBa A ama dmb

73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-5 putusan.mahkamahagunggo.id

periy mendsngarkan ksterangan saks-saks yang berassl dan kesluargs dan
atau orang-orang yang dekat dengan suami istr f=rsebut;

Menimbang, bahwa Majels telah mendengarkan keterangan dua orang
ssksl yang bersssl dan pihek kelusrgas dan orsng yang dekst dengan
Fenppupst yang daam penilziEan Maels kedus orang S58ks terssbut telsh
mamenuhl persyarsisn formil ssbegsi ssks) sesusi dengsn ksteniuan Pass)
1T1-172 R.Bg., jo. Pasal 22 ayat (&) Persturan Pemenntah Momaor 2@ Tahun
1275, dan kessksiznnys telah diberkan di bawsh sumpsh sssual dengan
k=tentusn Pass| 175 B Bg., s=hinpos dengsn demikian dapst diterima s=hags
alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saks
Pengoupsat t=rsebut, maks secara maten dalam penilsian Majsls kedus orang
S35 terssbut t=lah membenkan keterangan berdasarkan pengstahuan ssksi-
saks s=ndin, mempunys ksterkaitan dan hubungan, ssna saling bersesusian
dan si8u saling mengustkan antara sstu dengan l2inmya yany dapst digunakan
untuk mengusikan sustu perbusisn sssweal ketenfusn Passl 307- 302 R.Bo.,
yang pads pokoknys menyatskan sebagsl berkut:

- Penggupat dengan Tergugat adalah suami istri sah, belum pernah
bercerai dan telsh dikarunial 2 (dus) orang ansk;

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis
Boi semenjak tahun 2017, dimana antara Pengguoat dengan Tengugat

=nng terad perselisihan dan periengkarsn dissbsbkan Terguost tidsk
berkerja sehingga kebutuhan rumah tanpoos tidak terpenuhi dan karens
Tengugai s=linghkuh;

- Pads bulan Movember 2020 terjadi periengkaran akhir dati pertengkaran
Ersebut Terguost pergl meningpalkan kedisman besama dan tidsk kembs
B sampsal s28t 0 bidsk dkstzho kemana dan dmans keberadsannya,
skibatriya Penpgupst dengan Terguost telsh berpisah sslama 1 tshun &
bulan;

- EBslama berpeisah, Terguost tidak sds khabsr beris dan tidsk ads

mengirimkan nafkahf belanis bust Penggugsat dan anaknys;
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- Pihak keluargs Penpgugst dan Tergupst tidsk ada yang berupsya
merukunkan rumah tanpga Pengpgugat dengan Tengugat dikarsnakan
glamat! domisili Tergugat tidak diketahui meskipun Penggugat telsh
perusaha mencannya;

- Menurut keluanga, Penggugat dengan Tergugat tidak munggkin lag
disatukan karena Penpguosat sudah tidak sabar lag menunpgu kepulangan
Tergupat dan telah menyatskan 6dak sanppoup lagl  bersuamikan
Tergugoat;

Manimbang, bahwa spabils buktl surst dan kessksisn dus orang saks
sera anagapan hukum sebagsimana tersebut di atas dihubungkan dengan
dalil-dalil gugatan Penggupat Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah
f=rbukt, dan dan pembuktizn tersebut dikstemukan fakis-fakis yundis sebaga
berikut:

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami kst yang sah dengan Kutipan
Akta Mikah Nomor 3000 tanpoal B K dikeluarkan olsh Pegawsa
Fencatat Miah! Kanior Urnssan Agama KX sy, KXXXEKs dan oan
pernikahan tersebut Penggugat dan Terguoat telah dikarunizi 2 (dua) orang
anak;

- Dalam rumah tangga Penpgupat dengan Tergugat senng ternadi perselisihan
dan pertengkaran dissbabkan Tergugat bersslingkuh dan menikah s
dengan wanita lsin tanpa sepengetahuan Fenpgugat;

- Pada bulan Movember 2020 setelsh tenadi perengkaran Tengugat pergi
meninggalkan kediaman besama dan tidak kemball pulang lagl, tidak
dikstahui ke mans pergl dan dimana keberadsanmya, sampal 538t in
Fenggugat dengan Tengugat i=lah berpisah selama 1 tahun & bulan;

- Majglis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dam pisah rumah)
merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpenparuh terhadap
keutuhan rumah tangga;

- Upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melshu
Mzjelis di persidangan termyats todak berhasi karenanys harapan untuk bisa

menystukan mereka kembal sangat sulit untuk bisa divwjudkan;
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- Penggupst samps pada 1shap kesmpulan masih tetap berskeras ingin
barceral dengan Tengugat;

- Dengan keadsan ini disimpulkan antara Penggugat dengan Tengugat swdah
tidsk ads lag harapan akan hidup rukun kembsli dalam meneruskan rumah
tanpoanys;

Manimbang, bahws berdasarkan fakiz t=rsebut, Majslis berpendapst
pahwa fEkis terssbut telsh sssusl dengan keteniuan Passl 18 honof
Peraturan Pemerninizh Momor @ Tahun 1975 jo. Pasal 116 hund “F Kompil as
Hukum Islam, yaitu rumah tangpa Penggupat dengan Tergugat tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbasre tweespalf),
selzin fusampal sasi sekarangy Penpgugat dan Tergugst islah pisah rumah,
atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapst bahwsa rumah tanpoa
Penpgugat dengan Tengupat telah berada dalam kondisi pecah [broken
mamiage ) dan sudah sulit uniuk diperizhankan lagi;

Menimbang, bahwa meangenal siapa yang penyebabkan perselisinan dan
pertengkaran dalam rumah tanpga Pengguoat dengan Tengugat, maka dalam
hal ini Majelis jupa sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Momaor 38 KAAGI1230 tanggsl 5 Oktobser 1891 vang mengandung sbstreksi
hukum bahwa tidak periu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan
tmbulnya perselisihan ataupun pertengkaran tersebut, melainkan ditekankan
pads kssdsan tw sendin, apsksh telah pecahl/retak dan sult diperiahankan dan
jika Hakim telah yakin pacahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang
menyebabkan pecahnya rumah tanpga mereka, maka berari telah tenpenuh
maksud Passl 18 huruf “f* Peraturan Pemenntah Nomaor @ tshun 1875;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukan ketentuan Hukum Islam
di dzlam Kish Ar-Tolsk Ei Spend'sdl islamiyah We! Qanun halaman 40 yang
selanjutnya diambil alih sebagal pendapat Majels, berbunyil sebagal berikut:

Artirys: Bahwa ss=bsb-ssbab dibolshkannys perceraian adalsh adanya hast
untuk melepaskan katan perkawinan, ketks ternad perentangan
gkhizsk dan timbulmya rasa benci di ansra  suami-istn yang
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mengskibatkan tidsk adanya kesanpgupan untuk mensgskkan hukum-
hukum Allsh SWT;

Menimbang, bahwa dan sps yang divraikan di aiss, maka Majelis
berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak
dari kemelut rumah tanppa yang berkepanjangan yang akan membawa
mudharat kepads kehidupan Penpgugat dan Tergugat apabila rumah tangga
t=tap  diperiahankan, ssdanokan kemodhsratan hares disingkirkan
s=hapgaimana kaidsh fighiyah yang berbury sebagsai benibut:

Artinya:  Kemuodharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengeizngahkan dalilfhujah syariyyah
dari Kitab Ghaysfwl Maram hal. 182 yang sslanjutrya diambil slih ssbagai
pendspst Msslis sebapai berkut:

Artiriys: O=n spsbils  ketidak-sukssn stn terhedsp susmings  swdsh
sedamikian memuncak, maks Hskim boleh menztuhkan tzlsk
susminys dengan 2lsk sate

Menimbang, bahwa secara sosiologis suaty perkawinan yang didalamnya
sering teradi persslisinan dan pertengkaran skan solit wntuk mewujudkan
rumah tanpga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang
diharapksn SeUap DESENQAN SUAMI SN, justru ssbalknya memperahankan
perkawinan Seperf dw (rumah tangoa yang swudah  pecahiredsk])  bisa
menimbulkan dan mengakibatkan azkibat negstif bagi semua pihak dan
kesemuanya ity bisa mendatangkan muodharat, oleh karens o hanes dican
kemasishsisnnya [yvang terbaik), hal inl sesual puls dengan kaidah figh yang
berbwaryi:

Artinya:fdenolak kesusshan (madlarat) fu harus didshulukan (divsmakan)
deripeds mengambll bemasizhatan
Mernimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapst dengan mensruskan

rumzh t2noga yang sudsh tidsk terslin harmonis hamnya akan membust salsh

Hal 14 ga 18 Ha! Podusan Nomor JadP oS ame b

77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

s3iu pihak stzu behkan k=dus belzh pihek delam kesdsan teraniEya (dzoim),
maka hal terszbut merupakan bukt adanys kemuodharstan dalam rumah 1angga
Fenggupst dan Tergupst, maka sudsh sspstuinys wemadharaisn terssbut
dinilangkan. Terkad hal terssbut, Majels Hakim sependapat dengan pendapat
ghli hukum Islam dzlam kiizb Msdze Huriyat Azzeuzeind B Athelzg, Juz 1,
halams &3 yang diambil glih oleh Majelis Hakim sebagal pendapat sendin, yang
berbumyi s=hagai berikut;

Artrya:  |slam memilih lembags islak/percersian ketiks rumah tanopgs swdsh
dianggap goncang sera dianggap sudah tidak bermanfaat lag
resehat perdamaian dan hubungan suami St menjadi tanpa ruh
{hampa) s=bsb dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum
sslah satu suami isten dengan penjars yang berkepsnjangsn. Hal in
sdalah aniays yang benentangan dengan semangat keadlan.

Menimbang, balwa Majelis Hakim perlu mengambil alihn pendapat Dr.
Musthafs As Siba'i dalam Kitab Al Mdar'zh bains! Eigh wa! Qznun halsman 100
sebapsl berkut “SesunpguhnE kehidupan suami istr tidak skan tegak dengan
adamys perpecshan dan perientangan, selain itu jusiru skan menimbulkan
pahays yang serus terhadap pendidiksn ansk-ansk dan perkembangan
mereka, dan tdsk sda kebakannya mengumpulkan dus orang yang saling
membencl. Dan kadang-kadsany spspun sebsb-sebeb timbulnya persslisinan
ni, baik yany membshayskan atsu patut dapat diduga membahayakan,
sesunpguhinya yang lebih baik adalsh mengakhin hubungan perkawinan antara
dus orang suami st inl. Modab-muodahan (seswedah o) Allsh SWT
menyediaksn bagi mereks pasangan lsin dslam hidupnya, barangksli dengan
DESENDEn baru fu diperoleh ketenangan dan kedamaan”.

Menimbang, bahwa hubum percersian menunst |slam berkissr pads
hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara in
perceraizn menjadi dipsrbolehkan, dan olkeh karena imsek b Aa'ruf tidak
berhizsil maks perceraian diznoosp s=hagsi Tasnh b Thsan;

Mzrimbang, behws berdssarkan keteniusn Passl 22 syst () Persturan
Femerintah Womor 9 Tahun 1875 Tentang Pslsksanzan Undang-Undsng

Womaor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Passl 134 Kompilssi Hukwm
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tslzm =pablzs i=lah cukup jglas mengens ssbab-ssbab perselshan dan
pertengkaran dan setelah mendengar pihak kelusrgs sena orang-orang yang
dekat dengan suami  iStri, maks  percersian  dapst  diterima wntuk

dipertimbangkan;
Menimbang, bahwsa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Majiclis memdmpulksn hares dinystakan Terguoat tidak hadir seswal dengan
Fasal 149 ayat (1) R.Bg., dan telah terbuki rumah tanoos Penoguoat dengan
Tergupat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian
alasan perceraian yang diagjukan oleh Penggugsat tersebut i=lah memenuh
maksud kstentuan 38 ayat () horef 5 Penjelasan Undang-Undang Komaor L
Tahun 1974 jo Pessl 19 bt 7 Peraturan Pemernintah Nomaor @ Tahun 1875
jo. Passal 118 huwref 7 Kompilssi Hokum islam, olsh karsnanya Majelis
berkesimpulan guaatan Pengowdat pada petibum angka L (satu) dan 2 (dus)
dalam surat gupatanmya dapat dikabulkan dengan wrsiek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2
[dus) dalsm swrsi gupstannya, dan oleh karena percersian ini adslsh
DEroErsian pertamsa antara Penpgupat dan Tergupst, maks berdassrkan Pass
119 ayat 2 hunf “2" Kompilzsi Hukum Islam talsk yang dijgiuhkan terhadap
Fenoguost adslsh talak satw ba'in sughrs;

Menimbang, bahwa hal tersebut telsh relevan dengan pendapat ah
Hukum Islam Assayid Ssbeg, dalam kisbryva Bgh As-Swnsh, Jid 11, helaman
248 yang diamhbil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendin yang
meryatakan sebapal benkut:

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telsh kuat dengan buldi atau dengan
penpskUsn SUamMi, sEmentars peroustan menyakil termasuk pemyshab
tidak lanpgengmya rumah tangpa antara keduarya, di samping it
hakim jups sudah tidsk biss mendamakan kedusnys maks hakm
memutuskan kaisn perkawonan keduanya denpan islak sstu ban
fsughira).
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Menimbang, bahwa sstelah putusan inl berkebusian hukum tetsp, maks
bagl Penoguost terdapst wakiu tundgu (masa iddsh) selama tigs kali swe
[sekurang-kurangmys sembilsn puluh har) dikarenskan percergian terssbut
bz'ds dukhw ssbagsimans makswd Pasal 153 ayst (4) dan Fassl 155
Kompilasi Hukum klam, maka pads masa tunpgu tersebut Penggugsat wajib
mernjaga dirinya, ddsk mensrima pinangan dan tidsk menikah dengan pria lain,
hal inl sebagaimans yang i=lsh ditenfuksn pads Faszal 151 Kompilasi Hubum
Islam;

Merimboang, behwsa seswsl dengan ketsntuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Lrgdang Momaor T Tahun 1989 Tentany Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-
Undarg Momar 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Momaor
50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Momaor T Tahun 1963
Termtang Peradian Agama seris berdsssrkan szss kew spesisls derogst lex
gensrzls, maks bieys yang timbul dslam perkars inl dibsbanksn kepsds
Penpgugat yang jumlahinga seperti tercantum dalam diktum amar putusan in

Mengingat peraturan perundang-undangan yand berlaku dan hukum

Islam yang berkaitan dengan perkars ini;
MEWNGADILI

1. Menyatakan Tergugst yamg telsh dipanoggil secara resmi dan patut wuniuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengsbulksn guosisn Pengpoupst secars wershek;

3. Menatuhkan tslsk sstu bein shogrs Terguost [TERGUGAT) terhadsn
Fenoguost [PENGGUGAT);

4. Membsbankan kepsds Fenoguost membayar bisys perkara ini ssjumlsh
RS0, 000,00 (ima raius dus pulub nibu nopizhl;

Cemikiznlzsh dipuiuskan dslam musyawarsh kajelis Hakim Pengadilan
Agama Jambl peds han Kamis, tangosl 19 Mel 2020 Masshi beriepatan dengan
tanpgsl 16 Syewa! 1443 Riish olzh Dra. Hj. Betnawati ssbapsi Kefus Masis,
Drs. Syaiful Bahri. 5H., dan Abd. Samad. A, Azis., 5.H, masing-masing
sehagal Hakim Anggota, putusan tersebut divcapkan pads hari dan tanogal itu

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para
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Hakim Arppota terssbut, dan dibantu ol=h Murismar Muis, B.A s=bags

Parnitzra Pengganiti, dengan dihadin oleh Penggugattanpa hadirmya Tergugat

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Betriawati

Hakim Anggota |, Hakim Anggotall,

Drs. Syaiful Bahri. &.H Abd. Shamad. A. Said 5.H

Fanitera Pengganti,

Murismar Muis, B.Ayu

HinCian Daya:

1. Pendaftanan Rp 20.000,00
i ATHE Periars Rp T5.000,00
3. Panggilan Rp 3r5.000,00
4. FNBF Ro 20.000.00
5. R=dsks Rp L0.0500,00

&. Maters Rp 10.000,00
JURLAH Rp 520000000

fima ratus dus puluh ribu ropish).
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